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D inamika keagamaan di Indonesia mutakhir, terutama sejak rezim
Orde Baru makzul pada 1998, diwarnai dengan meningkatnya
konflik dan kekerasan. Fenomena ini cukup menjadi penegas fak-
ta betapa mudahnya amarah dan keganasan muncul di mana-mana
yang sebagiannya atas nama Tuhan. Dalam hal itu, agama, sekalipun
seharusnya menjadi kekuatan pemersatu antarpemeluk, justru men-
jadi alasan teologis sosiologis bagi pelaku kekerasan untuk saling
menyerang dan bertikai.

Dalam berbagai bentuk, kasus-kasus konflik atau kekerasan ber-
nuansa agama itu kadang berlangsung masif, bahkan terstruktur, baik
di lingkup antarpemeluk agama yang berbeda maupun sesama peng-
anut agama tertentu. Khusus di lingkup internal sesama masyarakat
Muslim, kekerasan berlatar keagamaan berlangsung dalam berbagai
bentuk. Sering kali eksplosinya, bahkan terlihat lebih mencolok diban-
dingkan dengan hal serupa yang terjadi di lingkup umat agama-agama
lain.

Dari sekian kasus kekerasan di lingkup internal Muslim, kekeras-
an yang menyangkut isu kebebasan beragama dan berkeyakinan meru-
pakan kasus yang menyita energi dan perhatian publik. Fenomena
tersebut bertemali dengan menjamurnya kelompok atau aliran-aliran
keagamaan eksklusif terutama di rentang masa pasca-1998, baik aliran
lama yang tampil kembali dengan wajah baru maupun yang benar-be-
nar baru. Kemunculan mereka dimungkinkan oleh mulai terbukanya
keran kebebasan dan proses demokratisasi seiring dengan euforia
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gerakan reformasi. Momentum ini dimanfaatkan oleh aliran-aliran
itu untuk tampil di ruang publik, saling berebut pengaruh dan klaim
kebenaran. Momentum euforia dimanfaatkan untuk memperkuat ek-
sistensi, suatu hal yang di masa kekuasaan Orde Baru tidak dibiarkan
berkembang secara leluasa.

Berbagai fakta menunjukkan bahwa keberadaan kelompok-
kelompok beraliran takfiri (mengafirkan) dan tadhlili ( menyesatkan)
sesungguhnya minoritas, tetapi menjadi menonjol karena nuansa
kekerasan baik fisik maupun verbal yang berulang-ulang. Keyakinan
religius mereka yang cenderung tertutup dan ekstrem yang berbeda
dari anutan mainstream dan sedikitnya jumlah penganut merupakan
perpaduan lengkap untuk mengategorikan mereka sebagai komunitas
minoritas, baik dalam pemahaman agama maupun dalam jumlah pen-
dukung. Kondisi faktual sebagai komunitas minoritas memang mem-
buat mereka sering menjadi sasaran kekerasan dan diskriminasi baik
secara teologis, sosial, kultural, dan bahkan politis. Jadi, ada timbal ba-
lik antara pelaku (subject) dan penderita (object) kekerasan. Kekeras-
an dan berbagai tindak intoleransi terasa semakin mudah menimpa
mereka terutama ketika negara yang harusnya berperan melindungi
hak-hak agama dan sosial politik dasariah mereka cenderung absen.

Ketidakhadiran negara dalam fenomena kekerasan yang me-
nyangkut isu kebebasan beragama dan berkeyakinan itu umumnya
berwujud tindak pembiaran (by omission) di samping juga tindakan
aktif (by commission). Negara absen saat ia semestinya hadir menjadi
wasit yang adil dan sungguh-sungguh dalam memediasi dan meregu-
lasi ruang publik di tengah-tengah disparitas keyakinan dan benturan
kepentingan antarkomunitas keagamaan. Sementara itu, hukum yang
seharusnya menjadi instrumen paling mendasar untuk mengelola per-
bedaan keyakinan religius, mencegah pelanggaran, dan mengelimina-
si kekerasan justru cenderung kehilangan fungsinya. Dalam banyak
kasus, hukum lebih sering tunduk pada tekanan massa. Spirit equal be-
fore the law sering kali terganggu oleh tekanan dan kepentingan mayo-
ritas. Situasi semacam itu tentu tidak khas Indonesia. Di Myanmar,
misalnya, minoritas Muslim Rohingya telah menjadi sasaran kekeras-
an oleh mayoritas dan negara ternyata berpihak pada kepentingan
mayoritas dan mengabaikan hak-hak minoritas.
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Penindasan terhadap minoritas bukan sesuatu yang asing dalam
sejarah. Sejarah panjang umat Islam yang telah berkuasa selama kurang
lebih 800 tahun dan telah membuktikan perannya dalam kebangunan
intelektual Eropa telah mengalami masa yang menyedihkan. Umat Is-
lam bisa dikatakan punah dengan reconquista (penaklukan kembali)
di Spanyol ketika dipaksa untuk menentukan pilihan, antara pindah
agama, lari ke negara lain, atau dibunuh. Sebagai Muslim tentu kita
bersedih melihat penderitaan umat Islam di negara itu sebagai kelom-
pok yang tidak berdaya menghadapi kekuasaan yang lebih besar.

Hal yang sama juga bisa disaksikan dalam sejarah Islam pada zam-
an ‘Abbasiyyah. Khalifah al-Ma'min menyisakan warisan kekerasan,
yaitu mihnah (ujian, pemaksaan keyakinan, inquisition). Al-Ma'man
dikenal sebagai figur yang rasional dan menganut kebebasan berpi-
kir. Dalam perpustakaan yang dibangunnya Baitul Hikmah, sarjana
Muslim, Nasrani, Yahudi, Majusi, dan Shabi’i duduk bersama melaku-
kan penelitian. Akan tetapi, milnah yang dilakukan sangat bertolak
belakang dengan kebebasan itu. Dengan mihnah, ia memenjara dan
menyiksa para ulama, dan mencopot pejabat yang berseberangan
dengan keyakinannya. Tokoh Mu'tazilah yang berperan dalam me-
nerapkan kebijakan mihnah adalah Ahmad bin Abi Duad. Mihnah
mulai diberlakukan pada 833 M. Mengikuti ajaran Mu'tazilah bahwa
“Al-Qur'an adalah makhluk,” ia memaksa para ulama, guru, pence-
ramah, hakim, dan penjabat negara untuk mengikuti keyakinan itu. Ta
menginterogasi setiap tokoh untuk melihat apa jawabannya. Penyik-
saan dan pencopotan dikenakan kepada mereka yang menolak ke-
yakinan bahwa “Al-Qur’an adalah makhluk” Kebijakan mihnah ini
dilanjutkan oleh dua penggantinya, yakni Khalifah al-Mu‘tashim dan
Khalifah al-Wiatsiq, dan baru berhenti ketika Khalifah al-Mutawakkil
berkuasa pada 861 M. Ini berarti bahwa mihnah berlangsung selama
28 tahun.

Dalam peristiwa mihnah ini terdapat dua kepentingan yang ber-
beda. Bagi Ahmad bin Abi Du‘ad, tokoh Mu’tazilah, mihnah lebih me-
rupakan peristiwa teologis. Ia ingin Mu'tazilah berjaya dan menggu-
sur lawan-lawan yang beda keyakinan. Akan tetapi, bagi al-Ma'mun,
penguasa dunia Islam, mihnah lebih merupakan peristiwa politik.
Masing-masing‘séling memanfaatkan. Al-Ma'miin ingin mengaman-
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kan kekuasaannya dengan mengontrol penuh kaum agamawan. Al-
Mamiin memerintahkan pemberlakuan mihnah dengan menyebut
dirinya “Wakil Tuhan di Muka Bumi” dan “Pengawal Aqidah Islam”
Simbol-simbol itu digunakan untuk melegimitasi kebijakannya. Ini
berarti, barangsiapa tetap yakin bahwa “Al-Quran bukan Makhluk,” ia
akan menjadi musuh Wakil Tuhan. Ahmad bin Hanbal yang menolak
doktrin Mu'tazilah itu dipenjara dan disiksa oleh al-Ma’miin atas nama
“Wakil Tuhan di Muka Bumi” dan “Penjaga Aqidah Islam.”

Kekerasan sesungguhnya merupakan fenomena yang telah ada
sejak awal sejarah umat manusia. Konon, Nabi Adam mempunyai
dua orang putra, Qabil dan Habil, yang terlibat dalam kekerasan. Da-
lam persaingan untuk memperebutkan saudara perempuannya untuk
dipersunting, Habil ternyata memenangkan persaingan itu. Karena
dendam dan iri hati, Qabil kemudian membunuh Habil. Drama per-
saingan antara dua anak Nabi Adam a.s. ini dikisahkan dalam Al-
Quran. Bahkan, sebelum manusia diciptakan di muka Bumi ini, Al-
Qur’an sendiri mengisahkan dialog antara Tuhan dan malaikat. Ketika
Allah memberitahu bahwa ia akan menciptakan manusia (khalifah) di
atas bumi, malaikat menentang rencana itu dengan alasan bahwa ma-
nusia akan membuat kerusakan di muka Bumi (yufsid fiha) dan mela-
kukan tindak kekerasan sesamanya (yasfik al-dima’). Akan tetapi, ke-
hendak Allah untuk menciptakan manusia tersebut tetap dilaksanakan,
dan kemudian apa yang diperkirakan oleh malaikat itu benar-benar
terjadi, bahkan pada generasi kedua setelah manusia pertama, Adam
a.s. Namun, perlu disadari bahwa sekalipun kekerasan itu merupakan
sesuatu yang inheren dalam diri manusia, Al-Qur’an tetap menyatakan
bahwa tindakan tersebut merupakan kejahatan yang harus dicegah.
Dalam sebuah catatan disebutkan bahwa selama kurang lebih 5.600
tahun sejak manusia merekam sejarahnya, lebih dari 14.600 perang
telah terjadi. Angka ini bukanlah sesuatu yang bisa dipercaya begitu
saja, tetapi itu sekadar menunjukkan bahwa kekerasan bukan suatu
hal yang sangat aneh, seperti halnya bentuk-bentuk kejahatan lain-
nya. Sampai detik ini kekerasan tetap menjadi bahan berita sehari-hari
di media massa sehingga dapat disimpulkan secara mudah bahwa ke-
kerasan merupakan faset integral dari masyarakat umat manusia.

Kekerasan (violence) telah menjadi bahan kajian baik oleh ilmu-
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wan sosial, psikolog, ahli hukum, dan agamawan dalam perspektif
masing-masing. Barangkali relevan untuk melihat salah satu dari se-
kian banyak teori yang berkembang. Sebagian sosiolog, misalnya Ro-
bert Merton, memandang kekerasan sebagai perilaku menyimpang.
Ia menyatakan bahwa penyimpangan terjadi ketika orang tidak mem-
punyai pilihan cara yang sah untuk mendapatkan sesuatu. Pada saat
hampir semua orang dalam suatu masyarakat diajarkan untuk menca-
pai tujuan yang tidak mungkin dicapai oleh sebagian di antara mereka
melalui cara-cara yang sah, mereka akan melakukan penyimpangan,
misalnya tindak kekerasan. Asumsi yang diambil dari teori Merton ini
ialah bahwa penyimpangan akan lebih banyak terdapat dalam kelas
sosial ekonomi yang rendah dibanding dengan yang tinggi, karena ke-
terbatasan akses kelas bawah cenderung tidak memiliki cara yang sah
untuk bisa berhasil mencapai apa yang diinginkan. Dengan kata lain,
mereka akan terdorong untuk menggunakan cara/alat yang tidak sah,
misalnya kekerasan, untuk mencapai tujuan yang secara budaya men-
jadi tuntutan. Memang banyak kritik terhadap teori ini, sebagaimana
biasa dalam dunia ilmu sosial, kemudian muncul teori alternatif yang
memberikan perspektif yang berbeda. Namun, teori ini tetap bergu-
na untuk menjelaskan berbagai fenomena yang menyebabkan orang
memilih kekerasan untuk mencapai suatu tujuan.

Kajian yang lain melihat kekerasan dari sudut pandang yang
berbeda. Psikologi, misalnya, membahas motivasi yang berada di be-
lakang suatu tindak kekerasan. Sebagai contoh, Eric Fromm menemu-
kan lima jenis motivasi yang melatarbelakangi tindak kekerasan, yaitu
playful violence (kekerasan permainan), seperti pertandingan tinju dan
adu ayam; reactive violence (kekerasan reaktif), seperti orang mem-
bunuh pencuri; revengeful violence (kekerasan balas dendam), seperti
carok pada masyarakat Madura atau seorang anggota perguruan silat
yang menuntut bela atas terbunuhnya seorang guru di tangan guru
dari perguruan lain; shattering of faith (hilangnya kepercayaan), seper-
ti orang menjadi pembunuh karena tidak percaya lagi terhadap masa
depannya atau kekecewaan terhadap seorang pemimpin yang semula
sangat dikagumi; dan compensatory violence (kekerasan kompensasi),
seperti orang yang bersikap kasar terhadap istrinya untuk mengim-
bangi kelemahannya.
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Teori-teori tersebut tentu sangat berguna untuk menjelaskan
mengapa dan dalam situasi bagaimana orang melakukan kekeras-
an. Sebagai tambahan, kita perlu melihat berbagai jenis kondisi yang
mengantarkan terjadinya kekerasan massal. Dalam hal ini, ada kondisi
primer yang berkaitan secara langsung dengan peristiwa kekerasan
dan ada kondisi sekunder yang tidak secara langsung berkaitan de-
ngan peristiwa itu, tetapi memberikan “rumput kering” di lapangan
sehingga terjadi kebakaran. Jadi, kondisi primer itu merupakan kon-
disi sosial-budaya-politik-ekonomi yang membuat suatu masyarakat
rawan terhadap meluasnya skala dan akibat kerusuhan atau kekerasan
massal yang mungkin terjadi, misalnya terdesaknya akses kelompok
tertentu ke kekuasaan atau sumber daya; perasaan bahwa mereka ter-
desak lewat proses yang dipandang tidak adil; perasaan bahwa kelom-
pok lain telah menguasai akses ke kekuasaan atau sumber daya; per-
bedaan suku, agama atau ras; dan etnosentrisme serta eksklusivisme.
Adapun kondisi sekunder yaitu kondisi yang memberikan sumbangan
yang tidak kecil bagi terciptanya kondisi primer, misalnya tidak terpe-
nuhinya rasa keadilan, insensitivitas pemegang otoritas, otoritas yang
tidak bisa bersikap adil, kesadaran persatuan yang lemah, dan penge-
tahuan budaya lokal yang rendah. Tentu saja kondisi-kondisi tersebut
di atas tidak serta-merta berlaku untuk semua peristiwa kekerasan.
Setiap peristiwa berkaitan dengan kondisi primer dan sekunder yang
spesifik.

Jika dikaitkan dengan agama, motivasi-motivasi dan kondisi-kon-
disi yang menyebabkan lahirnya kekerasan bisa bersinggungan erat
dengan agama dalam pengertian ideologi, tradisi, pemahaman, se-
mangat, dan lain-lain. Dalam kerangka ini, ada baiknya kita lihat apa
yang dikemukakan oleh G. Bailie. Ia menyatakan bahwa kekerasan
(violence) dan yang suci (the sacred) bisa ada pada saat yang sama. Ia
melihat bahwa agama secara implisit bisa mendukung suatu bentuk
kekerasan dengan suatu monopoli moral. Kekerasan ini disebut se-
bagai sacred violence (kekerasan suci) atau veiled violence (kekerasan
bertabir), yakni kekerasan yang memperoleh pembenaran agama dan
sejarah. Dari sudut pandang kelompok yang melakukan kekerasan itu
adalah absah secara agama, moral, dan sejarah karena sasaran kekeras-
an adalah orang-orang yang salah dan menjadi bagian dari kesalahan
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dalam sejarah masa lalu. Berbeda dengan kekerasan pada umumnya,
kekerasan jenis ini memiliki aura kehormatan atau kemuliaan serta
memiliki monopoli moral dan religius. Ada tugas-tugas suci yang di-
yakini dalam tindak kekerasan.

Sacred violence juga terjadi dalam peristiwa pada sekitar tahun
2000-2001 di Ambon dan Maluku, yang telah memakan korban jiwa
dan harta benda yang sangat besar. Apa pun motif dan pemicu di balik
kekerasan itu, yang muncul yaitu isu agama. Dari selebaran-selebaran
dan statemen di media yang dibuat oleh kedua kelompok yang sedang
terlibat dalam konflik, yakni Muslim dan Nasrani, telah jelas bahwa
mereka menggunakan justifikasi moral dan agama untuk tindakan
mereka. Pihak Muslim menyatakan bahwa skenario besar kristenisa-
si telah menjadi tujuan yang mendorong orang-orang Kristen mem-
bantai orang-orang Islam dan merusak harta benda mereka. Demiki-
an juga, isu islamisasi bagi orang-orang Kristen. Ciri sacred violence
terdapat pada kenyataan digunakannya simbol-simbol agama dan
alasan historis. Pada gilirannya banyak orang (terkhusus para pelaku
kekerasan, tentu saja) lalu menganggap tindakan kekerasan itu semua
sebagai bagian dari jihad sekaligus refleksi konkret dari apa yang dise-
but da‘wah islamiyyah. Trend masif yang kemudian rutin berlangsung
yaitu dipilihnya cara kekerasan sebagai solusi pintas dan niscaya tat-
kala wajah kemungkaran dilihat begitu bebal. Padahal, cara tersebut
sejatinya merupakan suatu bentuk pemaksaan standar keberagamaan
dan keyakinan tertentu suatu kelompok terhadap kelompok lain yang
berstandar beda, misalnya dalam konteks pro-kontra Ahmadiyah,
SyT'ah, dan komunitas-komunitas keyakinan minoritas lainnya. Cara
itu jelas membuat hukum tak bekerja, terutama saat negara gamang
melindungi setiap warga. Perannya praktis diambil alih oleh kelom-
pok-kelompok sipil-radikal yang mematok kebenaran tunggal sebagai
dalih melakukan inkuisisi, persekusi, ekskomunikasi, diskriminasi,
koersi, dan sejenisnya terhadap kelompok lain yang dituding ber-
keyakinan “menyimpang” atau “sesat dan menyesatkan”.

Dalam perspektif dakwah, cara kekerasan sedemikian jelas kontra-
produktif bagi kepentingan dakwah itu sendiri. Menyikapi keberadaan
aliran-aliran keyakinan yang dinilai “sesat menyesatkan” dengan cara
kekerasan tentu tidak menyelesaikan masalah, justru memicu masalah
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baru. Dalam hal ini, hanya cara nir-kekerasan yang memungkinkan se-
bagai solusi produktif bagi pencapaian tujuan dakwah, yaitu menabur |
nasihat kebaikan tanpa henti dengan penuh kesabaran (QS. al-Ash
[103]: 3) sekaligus menolak sepenuh hati setiap kemunkaran. Sebagai
manifestasi dakwah, cara tersebut relevan dengan ide mendesakkan
Islam sebagai rahmat, bukan laknat, bagi segenap umat manusia (rak-
matan li al-alamin). Islam tidaklah tunggal, demikian juga umatnya.

Oleh karena itu, setiap Muslim tertuntut berinteraksi secara empatik

dengan umat agama lain dan/atau kelompok-kelompok keagamaan
minoritas sesama Muslim lain seraya mengarifi dinamika kenyataan
yang berbeda-beda dan terus berubah-ubah. Dalam konteks dakwah,

ini soal strategi. Jadi, tidak serta-merta menunjukkan lemahnya iman.

Allah SWT sendiri, dalam QS. an-Nahl (16): 125, memaklum-
kan tiga pilahan metodis dalam berdakwah, “mengajak” manusia ke
jalan kebenaran dan kebaikan, yakni: (1) menjelaskan al-hikmah; (2)
menawarkan nasihat yang baik (al-maw‘izhah al-hasanah); dan (3)
menghelat mujadalah (dialog) dengan cara terbaik (ahsan). Penegas-
an Allah SWT ini merupakan permakluman implisit bahwa dakwah
haruslah diselenggarakan dengan cara-cara yang baik (ahsan), lemah
lembut, tanpa sikap represif dan intimidatif sebagaimana tecermin
Pada kata “ajaklah” atau “serulah” di penghulu ayat. Pendek kata, Islam
tidak menggenggami alasan tersirat atau apalagi tersurat yang menun-
juk pada pembolehan jalan kekerasan sebagai media pengantar dak-
wah. Kesadaran inilah yang memotivasi Nabi Muhammad SAW untuk
menjauhi cara-cara kekerasan dalam melangsungkan dakwah dan,
memang, dikarenakan sikap lemah lembut inilah dakwah Nabi menu-
ai sukses (QS. Ali ‘Imran [3]: 159) dalam tempo singkat. Sebaliknya,
ketika dakwah dilangsungkan dengan cara-cara kekerasan, terbukti itu
tidak hanya semakin memperburuk citra Islam di mata non-Muslim,
tetapi juga membuat repot mayoritas umat Islam sendiri yang lebih
memilih jalan-moderat dan cara damai dalam berdakwah di tengah
keragaman.
~ Kurang Jebih jalan pikir sedemikian itulah yang mengerangkai
seluruh analisis saudara FU (Fawaizul Umam) dalam menulis disertasi
ini yang berhasil ia pertahankan pada dua kesempatan ujian (tertutup
dan terbuka) sekaligus mengantarnya meraih cumlaude di Program
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Doktor PPs UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya sendiri tidak kaget de-
ngan pikiran-pikiran “nakal” saudara FU. Selama bimbingan dan ikut
kelas saya ia lebih tampil sebagai aktivis ketimbang seorang (calon) in-
telektual. Kritisismenya sering berbalut emosi yang meluap-luap. Hal
inilah yang rentan memantik tuduhan bahwa aktivisme yang ia hayati
berpotensi besar mengganggu objektivitasnya dalam menilai sesuatu,
terutama terkait pilihannya untuk bersengaja tidak menjaga jarak dari
realitas.

Di luar soal itu, kritik FU tampaknya merupakan empati ter-
hadap ketakberdayaan kelompok minoritas sekaligus menyuarakan
kebungkaman kaum Muslim moderat, mayoritas diam yang memi-
lih tak bersuara di tengah berbagai tindak kekerasan. Saya sungguh
memaklumi kegelisahan intelektualnya. Namun, bagi saya, pada titik
tertentu saat usia terus merambat senja, ia akan tiba pada kehening-
an betapa kadang-kadang kita perlu sesekali menarik napas sejenak,
tidak terus-menerus “memukul”. Jadi, tidak ada yang perlu dirisaukan
dari kritiknya yang mungkin agak cynical terhadap sebagian lemba-
ga Islam. Sangat mungkin itu hanya cara dia memahami realitas. Kita
pun bisa memahami dengan cara berbeda, dari sudut pandang ber-
beda sehingga berujung pada hasil berbeda pula. Bukankah dengan
begitu dinamika keilmuan terus berkembang? Ada kegaduhan pasti.
Itu memang risiko logis dari setiap perbedaan pendapat dan pilihan
sudut pandang, Itulah memang harga yang harus dibayar untuk setiap
ikhtiar intelektual. Setiap ikhtiar memiliki ruang kebenarannya sendi-
ri-sendiri dan karena itu, sebagai produk ijtihad, setiap pikiran tidak
bisa saling menggugurkan. Jadi, lanjutkan pikiran Anda dan biarkan
saudara FU merawat pikiran yang diyakininya. Biarlah sejarah atau
waktu yang menentukan kebenaran formulasi manakah yang akan
bertahan dan selebihnya biarlah Allah SWT kelak yang menyelesai-
kannya, memberi jawaban pasti atas setiap apa yang kita perselisihkan
(QS. as-Sajadah [32]: 25)

Saat ujian terbuka, selaku promotor dan penguji, saya sendiri
telah mengingatkan risiko intelektual yang potensial dituai FU dari
pilihan subjek penelitian sekaligus gaya bahasanya yang agak vulgar,
analisisnya yang bersengaja tidak menjaga jarak dari realitas, serta
tidak melukar tendensi keberpihakannya sebagai aktivis. Akan teta-
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baru. Dalam hal ini, hanya cara nir-kekerasan yang memungkinkan se-
bagai solusi produktif bagi pencapaian tujuan dakwah, yaitu menabur
nasihat kebaikan tanpa henti dengan penuh kesabaran (QS. al-Ashr |
[103]: 3) sekaligus menolak sepenuh hati setiap kemunkaran. Sebagai
manifestasi dakwah, cara tersebut relevan dengan ide mendesakkan -
Islam sebagai rahmat, bukan laknat, bagi segenap umat manusia (rak-
matan li al-alamin). Islam tidaklah tunggal, demikian juga umatnya.
Oleh karena itu, setiap Muslim tertuntut berinteraksi secara empatik
dengan umat agama lain dan/atau kelompok-kelompok keagamaan
minoritas sesama Muslim lain seraya mengarifi dinamika kenyataan
yang berbeda-beda dan terus berubah-ubah. Dalam konteks dakwah,
ini soal strategi. Jadi, tidak serta-merta menunjukkan lemahnya iman.

Allah SWT sendiri, dalam QS. an-Nahl! (16): 125, memaklum-
kan tiga pilahan metodis dalam berdakwah, “mengajak” manusia ke
jalan kebenaran dan kebaikan, yakni: (1) menjelaskan al-hikmah; (2)
menawarkan nasihat yang baik (al-maw‘izhah al-hasanah); dan (3)
menghelat mujadalah (dialog) dengan cara terbaik (ahsan). Penegas-
an Allah SWT ini merupakan permakluman implisit bahwa dakwah
haruslah diselenggarakan dengan cara-cara yang baik (ahsan), lemah
lembut, tanpa sikap represif dan intimidatif sebagaimana tecermin
pada kata “ajaklah” atau “serulah” di penghulu ayat. Pendek kata, Islam
tidak menggenggami alasan tersirat atau apalagi tersurat yang menun-
juk pada pembolehan jalan kekerasan sebagai media pengantar dak-
wah. Kesadaran inilah yang memotivasi Nabi Muhammad SAW untuk
menjauhi cara-cara kekerasan dalam melangsungkan dakwah dan,
memang, dikarenakan sikap lemah lembut inilah dakwah Nabi menu-
ai sukses (QS. Ali Imran [3]: 159) dalam tempo singkat. Sebaliknya,
ketika dakwah dilangsungkan dengan cara-cara kekerasan, terbukti itu
tidak hanya semakin memperburuk citra Islam di mata non-Muslim,
tetapi juga membuat repot mayoritas umat Islam sendiri yang lebih
memilih jalan moderat dan cara damai dalam berdakwah di tengah
keragaman.
~ Kurang lebih jalan pikir sedemikian itulah yang mengerangkai
seluruh analisis saudara FU (Fawaizul Umam) dalam menulis disertasi
ini yang berhasil ia pertahankan pada dua kesempatan ujian (tertutup
dan terbuka) sekaligus mengantarnya meraih cumlaude di Program
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Saat ujian terbuka, selaku promotor dan penguji, saya sendiri
telah mengingatkan risiko intelektual yang potensial dituai FU dari
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Pedoman Transliterasi

Transliterasi adalah usaha penyalinan huruf abjad suatu bahasa
ke dalam bahasa lain. Dalam buku ini tentu yang dimaksud adalah
penyalinan huruf abjad bahasa Arab ke dalam huruf abjad bahasa In-
donesia. Transliterasi ini penting dalam rangka memelihara keaslian
pengucapan bahasa Arab, sebab kesalahan pengucapan dapat memba-

wa konsekuensi kesalahan dalam pengertian kata-kata tertentu.

Dalam buku ini sistem transliterasi yang digunakan adalah:

a=| kh = # sy = gh=¢ n=o
b= d= sh=_» f=0 —
t=o dz =5 dh=_> q=4a h==x
ts =8 s g th=1, k=4 ¥
i=¢ Z= zh=15 1= ya=
h=¢ S=u =t m =

Untuk kata yang memiliki Madd (panjang), digunakan sistem se-

bagai berikut:

a = a panjang, seperti, faraidh

= i panjang, seperti, taqdirt

1
U = u panjang, seperti mahjiab




akéh kang apal Quran haditsé
seneng ngafirké marang liané
kafiré déwé gak digatékké

yén isih kotor ati akalé ...

banyak orang hafal Hadits dan Quran

tetapi sayang sekali terhadap orang lain suka mengkafir-kafirkan
sementara potensi kekafirannya sendiri diabaikan

begitulah jika hati dan akal masih dipenuhi kekotoran

(Syi‘ir Tanpo Waton)
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Pendahuluan

Realitas praksis kebebasan beragama di Indonesia, hingga tingkat
tertentu, menunjukkan kecenderungan membaik, tepatnya sejak
rezim Orde Baru (Orba) makzul pada 1998. Beberapa pelarangan ter-
hadap agama tertentu dicabut, seperti Konghucu (Januari 2000), Je-
hovah’s Witness (Juni 2001), dan Bahai serta Rosicrucian (Mei 2002).
Tidak ada lagi pelarangan resmi terhadap Shinto, Tao, Zoroaster, dan
Fahlun Gong, juga Yahudi, kendati mereka belum terwakili resmi di
birokrasi seperti enam agama “resmi’ dan aliran kepercayaan.' Ber-
bagai institusi lintas agama menjamur dan sebagian semakin me-
neguhkan diri, seperti ICRP (Indonesian Conference on Religion and
Peace), Dian/Interfidei, MADIA (Masyarakat Dialog Antar-Iman),
GANDI (Gerakan Anti-Diskriminasi Indonesia), AKKBB (Aliansi Ke-
bangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan), dan juga
FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama).

Kecenderungan positif bagi penguatan hak kebebasan beragama
tersebut bukan berarti sama sekali tidak diiringi pelanggaran, bahkan
dalam banyak hal potensial menguat. Bentuknya pun cenderung lebih
beragam dan berdampak luas. Penyerangan, pengusiran, dan perusa-
kan properti, bahkan pembunuhan menimpa hampir semua komu-
nitas agama, termasuk di lingkup internal komunitas Muslim sendiri
seperti yang menimpa para pengikut Islam Jama‘ah, Jemaat Ahmadi-
yah, dan komunitas Syi‘ah. Berbagai pembatasan diskriminatif pun
masih acap terjadi sebagaimana dialami kelompok minoritas agama,

'Data faktual ini dihimpun dari Muhamad Ali, Teologi Pluralis-Multikultural:
Menghargai Kemajemukan, Menjalin Kebersamaan, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas,
2003), 64-5.
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seperti Darul Islam, Darul Arqam, Jamaah Salamullah, Darul Hadits,
Lia Eden, dan juga agama lokal seperti Kaharingan, Djawi Sunda, dan
Wetu Telu di Lombok. Semua ini seolah melengkapi kasus pelanggar-
an di tempat-tempat lain, seperti perusakan masjid, pura, gereja, dan
sarana ibadah lainnya.

Dalam pada itu, masalah klasik di pencatatan sipil masih saja ber-
langsung. Para penganut Konghucu, misalnya, tetap kesulitan men-
cantumkan agamanya di KTP (kartu tanda penduduk). Perkawinan
beda agama masih sulit tercatat. Demikian pula kesulitan membangun
rumah ibadah lebih sering dialami para penganut agama minoritas
daripada penganut agama mayoritas.? Selain itu, kasus-kasus pemak-
saan “kebenaran” atas mereka yang berpendapat atau berpenghayatan
religius beda, misalnya persekusi teologis atau intelektual dan tindak
pengkafiran atau pelabelan sesat, acap kali mengarah pada aksi-aksi
kekerasan fisik dan psikologis.

Dengan menyimak seluruh fakta tersebut, kesungguhan nega-
ra dalam menjamin prinsip kebebasan beragama sebagaimana di-
amanatkan konstitusi layak dipertanyakan. Fenomena itu tampaknya
potensial akan semakin marak oleh inkonsistensi dan impotensi ne-
gara dalam menegakkan hukum (law enforcement), menjamin hak
warganya untuk merdeka dalam beragama. Inkonsistensi tampak, an-
tara lain, dari ketiadaan jaminan kebebasan dalam memaknai, menaf-
sitkan, dan menghayati agama anutan sebagaimana tertegaskan dari,
antara lain, masih berlakunya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965
tgn ang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang

tﬁl,ahm‘fng)ﬂl‘larm terbitnya sejumlah aturan turunan yang mencede-
rai hak kebebasan beragama warga negara.® Hal ini praktis kontradik-
tif dengan Sémiangat Pasal 28E dan 29 UUD 1945, Undang-Undang

PIMIAT

hfgmor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan Un-
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e Mlsalqya,’ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/BA.01.2/4683/95
teftdnggal 18 Novéfiber 1978 yang menegaskan ‘lima agama resmi” Untuk imp-
likasinya lihat Anag Saidi, dkk., Menekuk Agama, Membangun Takhta: Kebijakan Aga-
ma Orde Baru, (Depok: Desantara, 2004), 53-69. Selanjutnya tentang berbagai aturan
terkait yang cendetuing diskriminatif, lihat selengkapnya Asri Oktavianty Wahono, dkk.,
Reforinasi Huk’uiﬁ"l‘érhddap Kebijakan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia, (Jakarta:
Solidaritas Nusa Bangsa-The Asia Foundation, 2003).
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dang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi In-
ternasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik.

Ironisnya, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tersebut justru
sering digunakan sebagai legitimasi untuk “mengamankan” agama-
agama “resmi” dari berbagai tindak “penyimpangan”. Semua bentuk
penafsiran atau peribadatan yang “menyimpang dari pokok-pokok
ajaran agama” dilarang. Penafsiran pun semata menjadi kewenangan
lembaga-lembaga keagamaan yang dianggap “otoritatif”, seperti MUI
(Majelis Ulama Indonesia), PGI (Persekutuan Gereja-gereja Indo-
nesia), KWI (Konferensi Waligereja Indonesia), Walubi (Wali Umat
Buddha Indonesia), dan PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia).
Segenap tafsir di luar apa yang mereka produk serta-merta dituding
sebagai bentuk penodaan agama. Label “sesat dan menyesatkan” pun
disematkan sekaligus dijadikan alasan untuk memulangkan para pela-
kunya ke keyakinan induk yang “resmi’.

Inkonsistensi negara itu beriringan dengan impotensinya dalam
menegakkan hukum. Urgensi penegakan hukum ini sering terabaikan,
padahal ia krusial sebagai langkah kuratif, juga preventif. Banyak kasus
pelanggaran kebebasan beragama yang berlangsung eksplosif berlalu
tanpa penyelesaian. Akibatnya, desakan massa cenderung mengatasi
proses hukum; upaya penegakan hukum sangat bergantung pada se-
berapa besar tekanan massa. Logika mayoritas-minoritas pun bermain
sehingga pihak mayoritaslah yang terus diuntungkan hukum.

Inkonsistensi negara dalam menjamin hak kebebasan beragama
itu beriringan dengan semakin menguatnya pola keberagamaan umat
(Islam) yang cenderung eksklusif. Ini ancaman serius bagi penciptaan
integrasi dan kohesi sosial dalam masyarakat yang plural seperti In-
donesia. Keberagamaan eksklusif memandang hanya agamanya yang
paling benar dan yang lain salah sehingga harus ditiadakan, bila perlu
dengan kekerasan. Performa para pemanggulnya yang ekstrem dan
militan di ruang publik telah berdampak pada sulitnya para pemeluk
agama untuk saling berdialog dan hidup berdampingan (co-existence).

Dalam konteks dinamika praksis kebebasan beragama, pen-
ting dan mendesak untuk menelisik secara arif pola-pola keberaga-
maan anutan umat beragama, termasuk masyarakat Muslim. Dalam
ba- nyak kasus pelanggaran kebebasan beragama, kendati anasir ke-
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agamaan bukan kausa tunggal, pertimbangan keagamaan yang tere-
fleksi dari pola keberagamaan jelas selalu ada dan eskalasinya sangat
menentukan. Dalam masyarakat Muslim, terutama yang masih ber-
kultur tradisional, pola keberagamaan mereka secara umum masih
ditentukan oleh logika dan paradigma keberagamaan elite informal
mereka, para ulama. Dalam dinamika sosial masyarakat Muslim yang
masih tradisional, berkesadaran paternalistik, dan bermental agraris*
itu para ulama hadir tidak hanya memainkan peran sebagai “makelar
budaya” (cultural broker),® tetapi lebih jauh juga sebagai kreator aktif
bagi perubahan sosial, yakni memperkenalkan anasir sistem luar dan
menggerakkan perubahan dalam masyarakat.®

Untuk menelusuri pola keberagamaan masyarakat Muslim, ter-
khusus yang tradisional, mau tidak mau haruslah dirunut dari anutan
paradigma keberagamaan elite mereka, para ulama. Bersandar alasan
itulah studi ini memancang ikhtiar untuk menelisik pola pemikiran
para ulama, yakni mereka yang berhimpun dalam MUI Jawa Timur,
tentang praksis kebebasan beragama. Pilihan atas mereka sebagai sub-
jek penelitian terutama mengingat fakta semakin kuatnya signifikansi
peran sosial-keagamaan mereka pasca-1998.7 Fatwa-fatwa yang me-

‘Pengenaan “mental agraris” ini didasarkan pada realitas umum masyarakat tra-
disional sendiri, terutama yang berpola pertanian menetap dan mengembangkan ta-
naman intensif, kaum perempuan umumnya tersisih dari peran-peran produktif yang
didominasi kaum lelaki; perempuan hanya menjalankan fungsi kerumahtanggaan.
Muncullah apa yang disebut domestic-public sphere. Lihat Louise Lamphere, “The Do-
mestic Sphere of Women and the Public World of Man: The Strenghts and Limitations
of an Antropological Dictionary,” dalam Gender in Cross-Cultural Perspective, eds. Car-
oline B. Brettel dan Carolyn E. Sargent, (New Jersey: Prentice Hall, 1993): 67-75. Diko-
tomi publik-domestik itu pada gilirannya menguatkan superioritas “alamiah” lelaki di
atas inferioritas “alamiah” perempuan. Kesadaran macam inilah yang ikut memperkuat
superioritas ulama yang notabene lelaki. Bdk. dengan identifikasi Kuntowijoyo tentang
peran ulama di masyarakat agraris dalam Muslim Tanpa Masjid: Esai-Esai Agama, Bu-
daya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental, (Bandung: Mizan, 2001),
33-9.
*Lihat Clifford Geertz, “The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Bro-
ker;” Comparative Studies on Society and History, 11/2 (January, 1960): 228-49.
“Lihat Hiroko Horikoshi Roe, Kyai dan Perubahan Sosial, terj. Umar Basalim dan
Andy Muarly Sunrawa, (Jakarta: P3M, 1987), 242.

"Lihat, misalnya, simpulan penelitian Iding Rosyidin, “Hubungan-hubungan Ula-
ma di Indonesia: Studi tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI)” (Tesis--Universitas
Indonesia, Jakarta, 2004).
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reka hela melalui MUI ke ruang publik semakin menjadi preferensi
utama masyarakat Muslim, termasuk di Jawa Timur, dalam soal-soal
keagamaan terutama di isu-isu terkait kebebasan beragama.®

Memilih ulama MUI Jawa Timur sebagai subjek penelitian juga re-
levan dengan pengenaan masyarakat Muslim tradisional sebagai ruang
sosial tempat mereka membangun modus eksistensial diri. Pengena-
an itu sendiri menimbang fakta bahwa masyarakat Jawa Timur secara
umum relatif merepresentasikan karakter masyarakat tradisional, se-
perti bermental agraris, paternalistik, mendekap patron-client, berori-
entasi pada kolektivitas, dan menjunjung partikularitas. Pertimbangan
ini sedikit banyak bersandar pada klaim lazim bahwa Jawa Timur me-
rupakan enclave utama warga Nahdhatul Ulama (NU)’ yang notabene
tradisional.'® Oleh karena itu, daerah ini dipilih sebagai locus studi.

SLihat, antara lain, Nur Khalik Ridwan, “Majelis Ulama Indonesia dan Ambivalen-
si Organisasi Ulama,” Tashwirul Afkar, no. 21 (2007): 75-90; Ahmad Zainul Hamdj, “Pe-
ran MUI Pasca-Soeharto”, dalam http://www.fahmina.or.id/index.php?option=com_
content&view=article&id= 281:peran-mui pasca-soehar to&catid=15&Itemid=100012
(9 November 2009).

*Sejauh ini, tak ada data pasti tentang jumlah Nahdhiyin (termasuk versi NU sen-
diri) dan seberapa mayoritas mereka di Jawa Timur. Hampir semua pengamat bersan-
darkan klaim rutin bahwa massa NU besar karena mayoritas Muslim di Indonesia men-
dekap tradisi keagamaan yang secara ideologis diakui NU, sama sekali tidak mengacu
pada jumlah anggota yang terdaftar di NU. Ada pula yang memegangi klaim klise bahwa
NU adalah ormas keagamaan dengan massa terbesar di Indonesia berlandas pada hasil
Pemilu 1955; NU yang notabene partai politik barr..x menempati posisi tiga besar dengan
mendulang 18,41 persen suara dan meraih 45 kursi yang 20 darinya didapat dari daerah
pemilihan (dapil) Jawa Timur tempat warga NU mayoritas berpusat. Demikian pula
studi ini, dalam memilih Jawa Timur sebagai locus, selain memedulikan logika klaim
di atas juga menimba logika pada hasil Pemilu 1999; PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)
yang notabene dibidani NU meraih empat besar nasional dengan perolehan 12,61 per-
sen suara dan mendapat 51 kursi DPR RL. Jawa Timur adalah dapil satu-satunya yang
PKB menangkan. Dengan asumsi pemilih tradisionalnya di Jawa Timur adalah warga
NU, maka klaim studi ini bahwa di provinsi inilah mayoritas warga NU berdiam me-
nemukan pembenaran faktual; belum lagi bila menghitung massa yang secara ideologis
berafiliasi ke tradisi NU, tetapi pada Pemilu 1999 memilih selain PKB, seperti PPP, PNU,
PKU, Partai SUNI, dan bahkan PDI-P. Data hasil Pemilu 1955 dan 1999 di sini merujuk
Muhammad Asfar, Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955-2004, (Surabaya: Pustaka Eureka
dan PusDeHAM, 2006), 71-2, 117-29.

"“Pengenaan karakter masyarakat tradisional atas kaum Nahdhiyin tentu tanpa
mengabaikan aneka trend mutakhir yang faktual terus berlangsung di tubuh kaum
Nahdhiyin dan membuat mereka, hingga tingkat tertentu, dapat disebut berada di le-
vel masyarakat transisi. Teoretisasi tentangnya merujuk Talcott Parsons sebagaimana
dikutip M. Munandar Soelaiman, Dinamika Masyarakat Transisi: Mencari Alternatif
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Dengan memegangi prasangka hermeneutis bahwa suatu anutan
paradigma keberagamaan selalu berkelindan rekat dengan perilaku
keberagamaan seseorang atau suatu masyarakat, studi ini bergerak
dengan kesadaran bahwa segala wacana keagamaan yang didesakkan
para ulama ke ruang publik sedikit banyak mewarnai wajah keber-
agamaan masyarakat. Itulah mengapa menilik pola pemikiran para
ulama tidak hanya berarti menakar sejauh mana pemikiran mereka
membentuk karakter keberagamaan masyarakat Muslim, tetapi juga
sejauh mana pemikiran itu, antara lain melalui fatwa-fatwa MUI ter-
kait, berkontribusi pada dinamika praksis kebebasan beragama di te-
ngah masyarakat.

Praksis kebebasan beragama sangat kompleks. Ia tidak cukup di-
dekati semata-mata sebagai deretan kasus pelanggaran atasnya karena,
sebagai sebuah praksis, kebebasan beragama mengandaikan kelindan
dinamis refleksi dan aksi yang membentuk realitasnya.'' Di titik kelin-
dan itulah negara dan masyarakat (umat beragama) memainkan peran
signifikan dalam membentuk realitas.

Untuk tidak memperlebar fokus, studi ini membatasi area kajian-
nya pada penelusuran pemikiran para ulama MUI Jawa Timur tentang
praksis kebebasan beragama, khususnya menyangkut fenomena ma-
raknya bermunculan aliran-aliran keagamaan “taklazim” pasca-1998.
Pola pemikiran mereka secara epistemOIOgis diandaikan turut mem-
bentuk praksis kebebasan beragama di Jawa Timur yang masyarakat
Muslimnya terbilang masih berkultur tradisional. Lalu, atas seluruh
pemikiran mereka itu dilakukan tipefikasi sebagai titik anjak menakar
seberapa kuat pemikiran mereka bersumbangsih terhadap dinamika

Teori Sosiologi dan Arah Perubahan, (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 92-112. Khusus
untuk tradisi kepemimpinan berpola patron-client di NU lihat, misalnya, Sukamto, Ke-
pemimpinan Kiai dalam Pesantren, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1999), 79.

""Apa yang dimaksud praksis di sini adalah praxis, bukan praktis. Terma praxis ini
bermakna aksi manusia yang mencipta perubahan teori untuk kemudian memenga-
ruhi cara beraksi kembali. Tegasnya, dari aksi ke teori kembali ke aksi untuk kemudian
melahirkan teori (baru) lagi, demikian seterusnya. Lihat E Wahono Nitiprawira, Teo-
logi Pembebasan: Sejarah, Metode, Praksis, dan Isinya (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
1987), 10; dan “Marx’s Concept of Praxis Today;’ dalam http://www.newsandletters.
org/issues/ 2001/Nov/fta_nov2001.htm (14 Oktober 2009); juga W.E. Haug, “Gramsci’s
‘Philosophy of Praxis Camouflage or Refoundation of Marxist Thought?”, Socialism
and Democracy, vol. 14, no. 1 (Spring-Summer 2000): 1-19.
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praksis kebebasan beragama pasca-1998, khususnya di Jawa Timur.'?

Sementara terhadap realitas praktis kebebasan beragama, khu-
susnya di Jawa Timur pasca-1998, patut pula dipersoalkan dan untuk
itu dalam studi ini ditempatkan sebagai konteks latar dari gugus pe-
mikiran para ulama. Logika penempatannya sendiri bersifat praksis
bahwa realitas tersebut menjadi konteks latar yang sedikit banyak
mewarnai perspektif subjek (ulama, para informan) dalam memak-
nai kebebasan beragama dan pada saat yang sama sangat mungkin
pemikiran mereka itu balik mewarnai dinamika praktisnya di Jawa
Timur.

Berdasar identifikasi dan pembatasan masalah di atas serta untuk
menghindari pelebaran fokus, studi ini merumuskan empat masalah
utamanya: (1) Bagaimana dinamika praksis kebebasan beragama di
Indonesia pasca-1998, termasuk di Jawa Timur? (2) Bagaimana sig-
nifikansi peran MUI dalam praksis kebebasan beragama tersebut? (3)
Bagaimana pola pemikiran ulama MUI Jawa Timur tentang praksis
kebebasan beragama? (4) Bagaimana model tipologis dari seluruh pe-
mikiran mereka itu?

Secara umum, studi ini bertujuan utama untuk memahami prak-
sis kebebasan beragama pasca-1998, terkhusus di Jawa Timur, sekali-
gus bagaimana para ulama MUI Jawa Timur dengan segenap pola pe-
mikirannya tentang kebebasan beragama memainkan peran signifikan
dalam keseluruhan dinamika praksis tersebut. Secara khusus, studi ini
bertujuan memahami pemikiran mereka tentang praksis kebebasan
beragama berikut konteks latar (sosial dan epistemologis) pembentuk
untuk kemudian memetakan dan menentukan tipologinya.

Dengan tujuan demikian, hasil dari studi ini diproyeksikan dapat
memberi sejumlah kegunaan ilmiah. Secara teoretis, kegunaannya ada
dua: pertama, studi ini berguna terutama dalam kerangka pengaya-

12pjlihan rentang waktu praksis kebebasan beragama pasca-1998 bukan hanya ka-
rena tahun itu momen peralihan dari rezim Orba ke orde “Reformasi’, melainkan ter-
utama karena ada perbedaan mendasar antara pra dan pasca-1998 menyangkut peran
negara dalam praksis kebebasan beragama. Merujuk sejumlah data, bila sebelum 1998,
peran negara terlihat begitu dominan dalam menentukan dinamika kebebasan beraga-
ma, di era sesudahnya peran dominan itu justru beralih ke masyarakat. Sementara itu,
negara cenderung lebih sering bersikap “pasif”, umumnya berbentuk pembiaran (crime
by omission) dalam banyak kasus pelanggaran kebebasan beragama.
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an teori seputar Islam dan isu kebebasan beragama (dan HAM pada
umumnya), hubungan dan dialog antaragama, pola dakwah (mission),
dan pluralisme agama. Segenap pengayaan teoretik tersebut, secara
khusus, bermanfaat terutama bagi berbagai penelitian di kemudian
hari yang bertopik senapas; kedua, hasil studi ini juga bernilai guna
dalam hal pengembangan teori tentang HAM, khususnya hak kebe-
basan beragama, yang secara epistemologis berbasiskan tradisi lokal
keislaman—sebagaimana mengejawantah dalam pemikiran ulama
MUI Jawa Timur, Hal ini penting mengingat konseptualisasi HAM,
terutama ide kebebasan beragama, yang notabene produk peradaban
“Barat” hampir selalu menyimpan problem saat dibawa ke konteks
peradaban berbeda, termasuk ketika dikontekstualisasi ke ruang sosial
kaum Muslim tradisional. Di titik itulah signifikansi ilmiah dari studi
ini.

Secara praktis, terdapat empat kegunaan. Pertama, hasil studi ini
dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para penentu kebijakan (elite
legislatif maupun eksekutif), khususnya di Provinsi Jawa Timur, dalam
Mmerumuskan berbagai kebijakan publik di bidang sosial-keagamaan.
Keduag, bagi masyarakat Muslim, termasuk ulama mereka, hasilnya
berguna sebagai informasi sekaligus alasan untuk lebih menguatkan
pola keberagamaan yang lebih mengapresiasi keberbagaian. Dengan
demikian, studi ini memberi relevansi sosialnya dalam konteks praksis
kebebasan beragama di Indonesia. Ketiga, studi ini juga menghadir-
kan kegunaan bagi lembaga-lembaga pendidikan keagamaan semisal
Pesantren dan PTAIN/PTAIS, yakni sebagai reasoning sekaligus san-
daran informatif dalam rangka pengembangan atau redesain kuriku-
lum ke arah yang lebih apresiatif terhadap pluralitas dan pemenuhan
bak kebebasan beragama. Dengan begitu, mereka akan tampil sebagai
lrllstitusidnstitusi keilmuan yang bersumbangsih produktif bagi pen-
Clptaan kehidupan co-existence antarumat sekaligus menghindarkan
Mereka darj kemungkinan menjadi institusi yang justru meretas deret-
a_“ “Mmimpi buruk” (nightmare) bagi kehidupan beragama di Indone-
S13, terkhusus dj Jawa Timur. Keempat, hasil studi ini bermanfaat pula
sebagai bahan informatif bagi organisasi-organisasi keagamaan-ke-
fnaSYarakatan, seperti Muhammadiyah, NU, dan MUI sendiri, dan
Juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang menaruh concern di
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ranah penegakan HAM untuk, misalnya, menyusun desain aksi dalam
mengadvokasi aneka problem kebebasan beragama di masyarakat.

Seluruh keingintahuan intelektual yang melambari studi ini
memusat pada penelusuran pola pemikiran ulama MUI Jawa Timur
tentang praksis kebebasan beragama. Untuk itu, terdapat dua hal uta-
ma yang hendak didefinisikan dan digunakan sebagai kerangka pikir
operasional untuk membaca praksis kebebasan beragama pasca-1998;
para subjek memaknainya sebagai realitas sosial, yaitu (1) praksis dari
apa yang disebut kebebasan beragama dan (2) model paradigmatik ke-
beragamaan yang hendak dijadikan tumpuan tipefikasi atas pola pe-
mikiran ulama MUI Jawa Timur tentang praksis tersebut.

Pemaknaan tentang kebebasan beragama memang begitu varia-
tif terutama pada teknik operatif bagaimana sebagai hak ia diperju-
angkan atau diatur atau dipraktikkan. Satu definisi lazim, misalnya,
memaknai kebebasan beragama sebagai suatu notion that people of
religion can freely partake of the practices of their religion without op-
position; this would not only include private devotions, but also acts of
religious significance within the realm of government.’* Sebagian lain
mendefinisikannya sebagai bentuk legitimasi atas eksistensi setiap aga-
ma dan keberagamaan yang di dalamnya ditekankan penghargaan atas
pluralitas masing-masing.'* Sementara itu, sebagian lagi memaknai se-
cara lebih luas lingkupnya sebagai kebebasan dalam beragama sekali-
gus berkeyakinan. Itulah mengapa dalam diskursus HAM mutakhir
menyangkut keberagamaan ia kerap juga disebut freedom of religion
or belief di samping religious freedom atau freedom of religion." Dalam

Lihat “What is Religious Freedom?”, dalam http://www.mindspring.com/~car-
eyb/ rf_defn.html (22 Oktober 2008).

'“Antara lain sebagaimana didefinisikan Franklin 1. Gamwell dalam bukunya, The
Meaning of Religious Freedom: Modern Politics and the Democratic Resolution, (Albany,
New York: State University of New York Press, 1995), 10.

5Lihat dan bdk. Elliott Abrams, “Religious Freedom: An American Perspective”,
dalam. http://www.religiousfreedom.com/Conference/japan/Abrams.htm (3 Mei 2009);
William Martin Chavanne, “With God on Our Side: Reflections on the Religious Right”,
dalam ht‘tp:waw.rcligion-online.org/showarticle. asp?title =1658 (25 April 2009); Car-
olyn Evans dan Beth Gaze, “Between Religious Freedom and Equality: Complexity and
Context,” Harvard International Law Journal, vol. 49 (April 21, 2008): 40-9; Maher Ha-
thout, “Freedom of Religion”, dalam http://www.mpac.org/bucket _downloads/[MPAC]
Freedom of Religion.pdf (17 April 2009); dan Chris Sidoti, Article 18: Freedom of Reli-
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konteks itu, titik tekannya jelas tidak hanya mengenai agama, tetapi
mencakup pula keyakinan religius pada umumnya.

Dalam konteks cakupan makna hingga ke seluruh keyakinan
religius itulah studi ini meletakkan konsep operasionalnya tentang
kebebasan beragama. Dengan kata lain, pilihan terma “kebebasan
beragama” di studi ini diniatkan untuk mewadahi seluruh ancangan
penelusuran yang tidak hanya berkutat pada soal kebebasan dalam
beragama, tetapi juga dalam berkeyakinan. Hal ini didasarkan pada
pertimbangan bahwa kesemua definisi umumnya senapas dalam satu
hal, yakni pengenaan spirit kebebasan yang apresiatif terhadap hak
individu untuk beragama (religion), termasuk untuk tidak beragama,
dan berkeyakinan (belief).

Hak tersebut mengandung pengertian tidak hanya hak memilih
agama anutan, tetapi juga hak untuk bebas dan mandiri memaknai
atau menafsirkan agama anutan itu. Di sinilah preferensi berbagai
bentuk keyakinan religius menghuni ruang maknanya. Penghadiran
spirit toleransi dan penghormatan atas pluralitas keberagamaan dan
berkeyakinan adalah niscaya bagi setiap individu sekaligus menjadi
kewajiban negara dalam menjamin hak tersebut. Hal ini berhubung-
an kausal dengan pengakuan atasnya sebagai salah satu jenis HAM

non-derogable yang telah terkodifikasi dalam sejumlah instrumen
HAM internasional.'®

Ajuan pengertian dan urgensi spirit toleransi serta kewajiban
negara itu didasarkan pada norma kebebasan beragama itu sendiri.
Merujuk dua instrumen HAM internasional, yaitu Universal Declara-
tion of Human Rights (UDHR)!? dan International Covenant on Civil

gion and Belief, (Sidney: Human Rights and Equal Opportunity Commission, 1998),
7-18.

*Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr., Bahia G. Tahzib-Lie, dan Nazila Ghanea,
“Introduction;” dalam Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr., dan Bahia G. Tahzib-Lie
(eds.), Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook, (Leiden, The Netherlands:
Koninklijke Brill NV, 2004), xxxvii; juga Annika Lindorsson, “Major International In-
struments Protecting the Right to Freedom of Religion”, dalam http://www.dev-zone.
org/downloads/jc6 lindorsson.pdf (7 Mei 209).

"UDHR yang terdiri atas 30 pasal ini dideklarasikan dan diadopsi oleh Majelis
Umum PBB (United Nations General Assembly) pada 10 Desember 1948 dan ditetap-
kan sebagai resolusi PBB no. 217 A (111). Lihat “Universal Declaration of Human Rights’,
dalam http://www.un.org/ Overview/ rights.html (22 Oktober 2008). Bdk. beberapa
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and Political Rights (ICCPR),'® terdapat delapan norma yang merang-
kai sekaligus menjadi basis substantif hak kebebasan beragama.'® Ke-
delapan norma tersebut adalah: (1) kebebasan internal,® (2) kebebasan
eksternal,” (3) batasan kebebasan eksternal,? (4) tanpa diskriminasi,?
(5) tanpa paksaan,* (6) kebebasan berkumpul dan memperoleh status
hukum,* (7) hak orangtua dan wali,* dan (8) nonderogabilitas.”
Dalam beberapa hal, spirit kebebasan beragama ajuan UDHR dan
ICCPR tersebut berbeda diametral dengan ajuan dua instrumen HAM
internasional ala Islam, yakni Cairo Declaration on Human Rights in
Islam (CDHRI)* dan Universal Islamic Declaration of Human Rights

pasal UDHR di sini dengan beberapa pasal terkait pada UIDHR yang diklaim bersan-
darkan hukum Islam. Lihat Ann Elizabeth Mayer, Islam and Human Rights: Traditions
and Politics, (Colorado: Westview Press, 1999), 88-96.

"*Perjanjian (covenant) internasional yang terdiri atas 53 pasal ini disusun dan
diratifikasi melalui Majelis Umum PBB. Pakta yang penyusunannya didasarkan pada
UDHR ini dibuat pada 16 Desember 1966 dan lalu ditetapkan sebagai resolusi PBB No.
2200 A (XXI) pada 23 Maret 1976. Lihat “International Covenant on Civil and Political
Rights” dalam http://en.wikisource.org/ wiki/International_Covenant_on_ Civil_and_
Political_Rights (22 Oktober 2008).

“Lihat kembali Lindholm, Durham, Tahzib-Lie, dan Ghanea, “Introduction...”,
Xxxvii-ix.

“Lihat UDHR Pasal 18.

*'Norma ini merujuk UDHR Pasal 18 dan juga ICCPR Pasal 18 ayat 1.

*Lihat ICCPR Pasal 18 ayat 3.

#Lihat ICCPR Pasal layat 2 dan juga UDHR Pasal 2.

#Lihat ICCPR Pasal 18 ayat 2.

BLihat UDHR Pasal 20 ayat 1. Lihat juga ICCPR Pasal 18 dan UDHR Pasal 18.

*Lihat kembali ICCPR Pasal 18 ayat 4.

*Lihat ICCPR Pasal 4 ayat 2.

**CDHRI bermula dari penolakan sejumlah negara Muslim, seperti Sudan, Pakis-
tan, Iran, dan Arab Saudi terhadap UDHR yang mereka sebut sebagai produk pema-
haman sekuler dari tradisi Yahudi-Kristen yang tidak dapat dilaksanakan oleh umat
Islam tanpa melanggar hukum Islam. Bagi mereka, UDHR gagal mempertimbangkan
konteks budaya dan agama di negara-negara non-negara Barat. CDHRI yang diadop-
si pada 5 Agustus 1990 oleh 45 menteri luar negeri negara-negara anggota Organisasi
Konferensi Islam (Organization of the Islamic Conference) di Kairo, Mesir itu merupa-
kan sebuah pernyataan dari negara-negara anggota OKI yang memberikan gambaran
umum tentang HAM dalam perspektif Islam seraya menegaskan syariah Islam sebagai
sumber tunggal. Oleh karena itu, CDHRI dimaksudkan sebagai pedoman umum bagi
negara-negara anggota OKI di bidang HAM. Lihat “Cairo Declaration on Human
Rights in Islam,” dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Cairo_ Declaration_on_Human_
Rights_in_Islam (7 November 2009); dan “Cairo Declaration on Human Rights in Is-
lam-Diverges from the Universal Declaration of Human Rights in Key Respects”, dalam
http://europenews.dk/en/node/ 3847http://europenews.dk /en/node/3847 (7 Novem-
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(UIDHR).”? UDHR memaknai kebebasan beragama sebagai hak untuk
beragama, berpindah agama, dan menjalankan ajaran agamanya se-
cara sendiri maupun berkelompok baik di tempat umum atau pribadi,
CDHRI juga mengakui hak kebebasan untuk memilih dan memeluk
suatu agama, tetapi sama sekali tidak mentoleransi hak berpindah aga-
ma dari Islam dan melarang setiap Muslim untuk menjadi ateis.*

Perbedaan mendasar lain dari UDHR dan CDHRI adalah soal
basis “teologis”-nya. Pengaturan hak kebebasan beragama dalam
UDHR tidak berdasar pada agama, kebudayaan dan ideologi tertentu, -
melainkan berdasar pada prinsip-prinsip umum yang diakui masya-
rakat internasional, sedangkan dalam CDHRI justru didasarkan pada
agama tertentu, yakni Islam.*! Disparitas substantif antara UDHR-IC-
CPR di satu sisi dan CDHRI-UIDHR di sisi lain dalam studi ini akan
ditempatkan sebagai titik anjak untuk menengahi kutub seteru an-
tarkedua perspektif instrumen (Barat dan Islam) itu untuk kemudian
dipegangi sebagai kerangka teoretik dalam membaca seluruh data se-
putar praksis kebebasan beragama berikut pemikiran ulama MUI Jawa
Timur tentangnya.

Pemerian makna tersebut diturunkan ke dalam skema pikir ope-
rasional untuk membaca praksis kebebasan beragama ketika para
informan membangun pola pemikiran tentangnya. Skema ini meng-
andaikan bahwa secara epistemologis pola pemikiran mereka turut ﬂ
membentuk praksis kebebasan beragama di Jawa Timur yang ma-
yoritas masyarakatnya adalah kaum Muslim tradisional dan demikian
sebaliknya (lihat Bagan 1).

ber 2009). CDHRI sendiri terdiri atas 25 pasal. Isi deklarasi selengkapnya lihat “Caire
Declaration on Human Rights in Islam’, dalam http://www1.umn.edu/humanrts/ in-
stree/cairodeclaration html (7 Novermber 2009). :
BUIDHR adalah dokumen HAM ala Islam yang disusun Dewan Islam pada 12- ;
15 April 1980 di London, Inggris. Isi dokumen yang terdiri atas 23 pasal dan diklaim
berdasarkan Al-Quran dan Sunnah itu disusun para sarjana Muslim, ahli hukum, dan *
perwakilan dari berbagai gerakan Islam. Lihat “Universal Islamic Declaration of Human .
Rights’, dalam http://www.alhewar.com/ ISLAMDECL.htmlhttp://www.alhewar.com/ .
ISLAMDECL. html (7 November 2009).
%L jhat Pasal 18 UDHR dan bandingkan dengan Pasal 10 CDHRI. Sementara jtu,
dalam UIDHR hak kebebasan beragama diungkap pada Pasal 13 dan keharusan untuk -
menghormati pilihan agama atau keyakinan orang lain ditegaskan di Pasal 12.
31 jhat Pasal 24 dan 25 CDHRI.
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Praksis Kebebasan Beragama |<t—

A

Masyarakat
Muslim Tradisional

Pola Pemikiran Ulama
= MUI Jawa Timur

f

Tipologi Model Keberagamaan

Bagan 1

Seluruh praksis kebebasan beragama itu berlangsung di tengah
dinamika sosial-keagamaan masyarakat Muslim (tradisional); demi-
kian pula pola pemikiran ulama MUI Jawa Timur tentangnya. Oleh
karena itu, praksis kebebasan beragama dan pola pemikiran mereka
tentangnya tentu tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial-keaga-
maan masyarakat. Dengan kata lain, praksis kebebasan beragama me-
refleksikan bagaimana model keberagamaan masyarakat; sedangkan
pola pemikiran para ulama kurang lebih merupakan representasi dari
model keberagamaan masyarakat Muslim (tradisional) terkait kebe-
basan beragama.

Terhadap segenap pemikiran para ulama itu dilakukan tipefikasi,
suatu upaya menentukan tipologi sebagai titik tolak menengarai sum-
bangsih pola pemikiran mereka terhadap dinamika praksis kebebasan
beragama, khususnya di Jawa Timur pasca-1998. Penentuan tipologi
dimaksud bersandar pada tiga model utama keberagamaan, yakni eks-
klusivisme, inklusivisme, dan pluralisme.” Tiga sikap keberagamaan

*Pemerian ketiganya berlandaskan dua sumber. Dua yang pertama pada Raimun-
do Panikkar, Dialog Intrareligius, terj. ]. Dwi Helly Purnomo dan P. Puspobinatmo, (Yog-
yakarta: Kanisius, 1994), 18-24. Sementara yang terakhir pada Terrence W, Tilley, Post-
modern Theologies and Religious Diversity (Maryknoll, New York: Orbis Book, 1996),
158. Sebenarnya di luar ketiganya ada dua tipe lagi yang juga populer, yaitu paralelisme
dan partikularisme. Karena dalam beberapa hal memiliki kemiripan substantif dengan
pluralisme, untuk menghindari tumpang-tindih, keduanya dikesampingkan sebagai
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ini merupakan tipologi yang paling umum digunakan para ahli dewa-
sa ini dalam memetakan pandangan para penganut agama mengenai
agama-agama atau keyakinan-keyakinan lain sekaligus sikap mereka
dalam memperlakukan penganut agama atau keyakinan lain itu.?
Eksklusivisme merupakan suatu pandangan dan sikap keberaga-
maan yang erat memegangi klaim bahwa keselamatan dan kebenaran
hanya terdapat pada agama anutan, tidak pada agama lain. Para pe-
meluk agama atau keyakinan lain salah dan karena itu harus diinsaf-
kan dengan mengembalikan mereka ke agama anutan yang “resmi.
Dengan cara itu, paham ini tidak mentoleransi perbedaan dan plurali-
tas keberagamaan dan berambisi menjadikan segala “kebenaran” yang 1
beragam itu menjadi tunggal dan seragam seperti yang ia konstruksi.
Dalam memahami ajaran agama, para penghayat paham ini menerap-
kan pendekatan literal (literal approach) yang menekankan makna lite-
ral-tekstual dari teks-teks ajaran; ijtihad bukan hal sentral dalam frame
pikir mereka.*
Inklusivisme juga menggenggam klaim, hanya lebih “moderat’,
dan cenderung meyakini bahwa agama anutan memiliki kebenaran
dan keselamatan yang lebih sempurna daripada agama lain. Agama
lain boleh jadi benar sejauh kebenaran yang diusungnya memiliki kri-
‘ teria tertentu sebagaimana dimiliki agama anutan. Paham ini berka-
rakter terbuka sehingga klaim itu tidak dijadikan sebagai alasan untuk
menegasikan kebenaran agama atau keyakinan lain. Paham ini selalu
mendesakkan pencarian common platform di tengah pluralitas. Plura-
litas diakuinya sebagai keniscayaan sehingga ia mampu menghargai
keragaman dan menilai penting toleransi. Dalam hal memahami ajar-
an agamanya, para penganut paham ini menghela pendekatan yang
secara paradigmatik kontekstual (contextual approach) sehingga ber-
konsekuensi pada kuatnya kesadaran akan pentingnya reinterpretasi
atas doktrin-doktrin dasar agama. Oleh karena itu, soal ijtihad berpo-

model tipologi dalam studi ini. ;
] jhat Nurcholish Madjid, “Dialog di Antara Ahli Kitab (Ahl al-Kitab): Sebuah
Pengantar”, dalam Tiga Agama Satu Tuhan: Sebuah Dialog, eds. George B. Grose dan
Benjamin J. Hubbard, terj. Santi Indra Astuti, (Bandung: Mizan, 1998), xix. ;
1Bdk. dengan Fatimah Husein, Muslim-Christian Relations in the New Order In
donesia: The Exclusivist and Inclusivist Muslims® Perspectives, (Bandung: Mizan, 2005), -
29-30. ' )
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sisi sentral dalam bagan paham ini.”

Hampir senada, pluralisme meyakini bahwa ada begitu banyak
jalan (agama) menuju Yang Satu. Hanya saja tidak ada yang tahu “pas-
ti” jalan mana yang terbaik dan terbenar menuju-Nya, kendati tidak
salah meyakini bahwa jalan yang dipilihnya adalah terbaik dan terbe-
nar. Dalam hal ini, terdapat tiga hal mendasar yang membedakannya
dengan inklusivisme.*¢ Pertama, paham ini menghendaki keterlibatan
aktif (active engagement) setiap pemeluk agama di tengah pluralitas
keberagamaan; menuntut kesadaran dan sikap partisipatif di dalam
keragaman. Ini lebih menekankan soal aksi di level sosial daripada soal
teologis. Di level teologis, paham ini tetap meyakini bahwa setiap aga-
ma memiliki bentuk ritual dan ruang kebenaran masing-masing dan
di level sosial menuntut penghayatnya untuk terlibat aktif-produktif
membangun kebersamaan hidup tanpa melihat disparitas klaim teo-
logis. Kedua, paham ini menghendaki kesadaran yang melampaui se-
kadar toleransi. Tidak sekadar mengajarkan pentingnya menghormati
keragaman, tetapi juga mendorong upaya memahami yang lain (the
others) lewat pemahaman konstruktif (constructive understanding). Ini
mengukuhkan suatu toleransi aktif antarpemeluk agama agar kesepa-
haman (mutual understanding) di tengah keberbagaian terus menguat.
Ketiga, paham ini tidak hanya berhasrat mencari titik temu antarko-
mitmen teologis (encounter commitments), tetapi lebih jauh menjadi-
kan titik temu itu sebagai basis guna melahirkan komitmen bersama
pada kemanusiaan. Pencapaian ke arah sana hanya mungkin terjadi
bila dimulai dengan menumbuhkan sikap-sikap inklusif terlebih da-
hulu.

Tipefikasi berdasar tiga tipologi model keberagamaan itu dilaku-
kan dengan spirit hermeneutik. Bagan hermeneutiknya diancang me-
lingkar dengan satu kesadaran hermeneutis bahwa seluruh gugus pe-
mikiran ulama MUI Jawa Timur tentang praksis kebebasan beragama
itu sejatinya merupakan sebuah produk tafsir (lihat Bagan 2).”” Saat

3sBdk. lagi Husein, Muslim-Christian ..., 31.

%Lebih lanjut tentang tiga ide utama pluralisme ini lihat Diana L. Eck, A New
Religious America: How a “Christian Country” Has Become the World’s Most Religiously
Diverse Nation, (New York: Harper San Francisco, 2001), 70-1.

Lingkar hermeneutik ini diadaptasi dari teoretisasi hermeneutik Farid Esack,
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Teks

Realitas yang
dirumuskan

Tindak
Interpretasi

Realitas yang Fatwa-
dialami fatwa

Bagan 2

menafsir, mereka mustahil menghindar dari keterkondisian historis-
nya (historical situatedness).”® Untuk itu, memaknai pola pemikiran
mereka haruslah menghiraukan secara kritis seluruh rangka episte-
mologis dan konteks sosial ketika mereka membangun modus eksis-
tensial diri.

Pemaknaan terhadap seluruh pemikiran ulama diretas dengan,
pertama, memahami realitas sosial yang mereka alami, yakni praksis
kebebasan beragama; kemudian menuju ke tahap kedua, yaitu mema-
hami realitas sosial yang mereka rumuskan sekaligus bagaimana
mereka merumuskannya. Di tahap ketiga, dilanjutkan dengan upaya
memahami bagaimana mereka mendialogkan realitas yang telah di-
rumuskan itu dengan teks-teks suci (Al-Qur’an, Hadits) seraya meng-
hiraukan dunia teks (the world of the text). Gerak melingkar lalu ke
tahap keempat, yakni memahami tindak interpretif mereka atas teks-
teks yang telah terpetakan sejalan dengan konteks kekinian dari reali-
tas terumuskan. Aneka fatwa, di samping hasil wawancara, terkait isu

Quran, Liberation and Pluralism: Az 2iginis j?ursj,ﬂ,-i,,,; pf dmierreligicus Djidarity
against Oppression, (O#f773 PE=wssid 1447), s2-6; Mohamed Arkoun, Nabas faland
dan Nf!ﬁ‘? *“fgﬁé—f,{’ B‘mbﬂg{{{ ﬁmmngﬂn dan Jalan Bary, .u_;”'J ]i‘ﬂnf‘!)'u 5. Iidayat, (Ja-
FREEL 3% 19660, 15-29, 43-124: 937 )], Ybgundo, teolog pembebasan Amerilid [ittin
ﬁe{mgaimanﬁ dikutip NP AUira, Teologi ... A0-3.

“ideian) Gadainer, hermencutik bukanlah metodologi dalam arti rigid, melais-
FAK suatu masalak ssengendi Watak elsistensi sehingga bersifat ontologis. Lihat Richard
King: Agarmi, O}‘ieﬁ:tqfiSIIJ{’, daii Poskolonialisme, 1;3”'. /\gl}llp, Prihantoro, (Yogyakarta:
Qalam, 2001), 13¢. #esadaran hermefieutik sedemikian menolak setiap klaim adanya
pendelatan yang objektif dan netral, yang terbebas dari bias emosional, afektif, dan in-

terest pribadj, Pengetahuan, kata Gadamer, hanyalah akibat belaka yang terkondisikan
oleh fakior-faktor sosiokultural. Ibid.
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kebebasan beragama yang mereka produk menjadi media penghantar
untuk memahami segala tindak interpretif mereka.

Tahap keempat itu bukan akhir karena gerak melingkar dari bagan
hermeneutik tersebut tidak mengenal finalitas. Ia justru menjadi awal
bagi gerak melingkar hermeneutis untuk kembali ke tahap “menga-
lami” realitas lagi, demikian seterusnya. Dengan demikian, gerak
hermeneutik yang dilangsungkan secara keseluruhan memiliki dua
dimensi, yakni objektif (teks) dan subjektif (konteks realitas yang diru-
muskan). Agar gerak hermeneutik bersifat produktif dalam menyisir
beroperasinya kedua dimensi ini, penerapan bagan ini akan dilakukan
dengan menjalankan dua tipe telaah interpretif sekaligus, yaitu tafsir
makna dan tafsir horizon.* Tafsir makna berikhtiar memahami sense
yang beroperasi dalam wacana melalui bahasa, menemukan reference
yang mengemuka dalam pemikiran para ulama yang menghela wa-
cana tersebut, dan sekaligus menyingkap significance yang “bersem-
bunyi” di balik seluruh “teks” mereka itu.*” Sementara itu, tafsir hori-
zon dijalankan dengan satu kesadaran bahwa wawasan atau horizon
penafsiran setiap subjek (informan) senantiasa dikondisikan oleh si-
tuasi sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, pemaknaan atas pe-
mikiran atau penafsiran mereka tentang praksis kebebasan beragama
mau tidak mau haruslah menenggang horizon kekinian dari penaf-
sir.*! Artinya, seluruh tindak penafsiran, baik terhadap tafsiran subjek
maupun teks-teks terkait, diarahkan pada upaya memproduksi makna
(baru), dan bukan mereproduksi makna.

Secara hermeneutis, bagan hermeneutik tersebut memudahkan
dalam memahami bagaimana para informan memproduksi dan/atau
sekadar mereproduksi makna kebebasan beragama. Bagan tersebut
menyandingi pengandaian asumtif di awal bahwa realitas sosial se-
jatinya hasil konstruksi manusia belaka; dinamika praksis kebebasan
beragama terjelaskan pertalian eratnya dengan pola pemikiran ulama
RIUIT Jawa TimiF teitangnya. Di vitile itulah studi ini meletakkan se-

’“Bﬂgnn upi‘t'ﬂ'l‘(”lﬂ““‘ﬂ n“‘]“’“h 4 KhRpEa Alane }}Efmr”r‘“ﬁkn dlnﬂ. ,:.-nnme—
tologi: Dari Teort ke Praktik, (Su[;\hkl}’al Pascasarjana IAIN Sunan An:pel. jim}] Ul—u
111-23.

Wrkid., 97-8.

Tbid., 113-8.
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genap relevansi ilmiah dan signifikansi sosialnya.

Sebagai sebuah isu publik di era Indonesia mutakhir, kebebasan
beragama bukanlah diskursus asing. Sejak 1998, ia marak dibincangkan
seiring berbagai kasus terkait yang terus berlangsung eksplosif. Sejauh
itu telah banyak pengkajian dihelat, berbagai refleksi pro dan kontra
pun kian mempergaduh wacana. Namun, dari sekian banyak pengka-
jian umumnya berkutat di refleksi teoretik daripada menyisir problem
kebebasan beragama lewat riset-riset lapangan (field research).

Pengkajian reflektif tentang kebebasan beragama terutama ber-
titik tolak pada status aksiologisnya sebagai salah satu jenis HAM.
Fokus penyoalan lazim dikaitkan dengan perspektif instrumen HAM
internasional, instrumen konstitusi RI, penguatan demokrasi, dan
juga dalam konteks filsafat dan religious studies. Satu buku yang rela-
tif lengkap dan karenanya layak dirujuk adalah Facilitating Freedom
of Religion or Belief: A Deskbook (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2004)
Yang disunting Tore Lindholm, dkk.* Klaim buku ini sebagai deskbook
tidak berlebihan mengingat di dalamnya dihimpun beragam tulisan
mulai basis historis dan filosofis kebebasan beragama, norma dan in-
stitusi intemasional, konteks dan signifikansi sosial, hingga problem-
nya terkait perempuan, orangtua, dan anak.

Bagaimana kajian reflektif kebebasan beragama dalam perspektif
Islam? Kebanyakan kajian menguraikan ide kebebasan beragama se-
cara “sambi] ]y, dalam konteks pembahasan HAM secara keseluruh-
an. Selain berupa bukuy, karya-karya terkait umumnya muncul dalam
bentuk artike] lepas di buku-buku bunga rampai atau jurnal-jurnal
atefu bahkan koran-koran. Kegairahan utama dalam banyak kajian
keislamap sebagaimana mengemuka di karya-karya terkait adalah
?Slznghadapkan isu kebebasan beragama dengan pesan-pesan tekstual

& (Al‘Qur’én, Hadits) dan juga tilikan dalam perspektif figh. Me-

42
e nK;rYa-k‘arya serius lain baik berupa buku maupun artikel yang berspirit memba-
ini, ant ¥ Ssh‘“gga dirujuk penuh dalam konseptualisasi kebebasan beragama di studi
er,s el?t!:?r-]am' lihat kembali note 14, 15, dan 16 di muka. Khusus untuk Kajian dalam
EI -p'u 1 :s? Strumen HAM internasional lihat kembali Lindorsson, “Major Internation-
Pa-’-{; ]g }E:;('Zk jnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, eds., Instrumen Internasional

. $asi Manusia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, YLBHI, dan Kelompok
Kerja Ake Arif, 2006), 4-16 dan 108.12.
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mang klise, tetapi trend itulah yang rata-rata menghinggapi sejumlah
karya para intelektual Muslim semisal Umar Hasyim,* Abdullah Sa-
eed dan Hassan Saeed,* Abdulaziz Sachedina,* Quraish Shihab,* Zu-
hairi Misrawi,*” Abd. Mogsith Ghazali,*® dan Zakiyuddin Baidhawi,*
termasuk karya-karya di level tesis, misalnya karya Abdullah® dan Tri
Wahyu Hidayati.”! Mereka, melalui karyanya, cenderung apresiatif atas
hak kebebasan beragama. Penyebutan karya mereka tentu tanpa ber-
maksud mengabaikan karya-karya “tandingan” dari sejumlah tokoh
yang anti-HAM dan pluralisme. Yang pasti, peta intelektual seputar
wacana kebebasan beragama dapat disederhanakan ke dalam dua ku-
tub ekstrem: mereka yang pro mengarah pada tesis keberterimaan

“Umar Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai Dasar
Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama: Sejarah Toleransi dan Intoleransi Agama
dan Kepercayaan Sejak Zaman Yunani, (Surabaya: Bina Ilmu, t.th), lihat terutama di
hlm. 224-57.

#Abdullah Saeed dan Hassan Saeed, Freedom of Religion, Apostasy and Islam
(Burlington, VT: Ashgate Publishing, 2004). Buku yang menyoalkan isu kebebasan ber-
agama dalam konteks masyarakat Muslim dengan fokus penyoalan pada soal riddah
ini menilai sanksi hukuman mati bagi murtaddin tidak bisa lagi dipertahankan pada
periode modern. Dalam hal itu, secara khusus, buku ini mengkaji soal murtadd dan
sanksi hukumnya dalam konteks sebuah negara multi-agama mayoritas Muslim, yakni
Malaysia, yang berujung pada rekomendasi pentingnya hukuman mati ditiadakan bagi
pelaku apostasy (murtad) atas nama freedom of religion.

s Abdulaziz Sachedina, Kesetaraan Kaum Beriman: Akar Pluralisme Demokratis
dalam Islam, terj. Satrio Wahono, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002), terkhusus di
hlm. 113-77.

M, Quraish Shihab, “Wawasan Al-Quran tentang Kebebasan Beragama,” dalam
Passing Over: Melintasi Batas Agama, eds. Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF,
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001): 187-96.

77uhairi Misrawi, Al-Quran Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multi-
kulturalisme, (Jakarta: Fitrah-P3M, 2007), khususnya di hlm. 316-23.

“Abd. Mogsith Ghazali, Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Ber-
basis Al-Quran, (Depok: KataKita, 2009). Tidak secara khusus membahas isu kebebasan
beragama, buku ini justru lebih fokus menelusuri spirit pluralisme agama dalam Islam
melalui penghampiran tafsir dan ushul al-figh. Isu kebebasan keberagama sendiri tetap
disinggung di bagian ujung kajian. Tentu dengan sikap apresiatif, sejalan dengan argu-
men pluralisme agama yang dibangun penulis di bagian awal.

#Zakiyuddin Baidhawi, Kredo Kebebasan Beragama, (Jakarta: PSAP Muhamma-
diyah, 2005).

9Abdullah SA, “Kebebasan Beragama dalam Perspektif Al-Quran (Suatu Pende-
katan Tafsir Mawdu‘i)’, (Tesis--PPs IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002).

S'Tri Wahyu Hidayati, Apakah Kebebasan Beragama = Bebas Pindah Agama?,
(Surabaya: JP Books-STAIN Salatiga Press, 2008).
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Islam akan HAM, sedangkan yang kontra berujung pada tesis keber-
punggungan Islam dengan kredo HAM.

Sementara mengenai fakta-fakta benturan klaim terutama di le-
vel sosial politik antara HAM dan Islam, antara lain diungkap Ma-
yer.*? Secara umum, ia mengulas respons umat Islam terhadap ske-
ma HAM, terutama dalam konteks penghadapannya dengan hukum
Islam sebagaimana dipraktikkan di negara-negara Muslim seperti
Iran, Pakistan, Sudan, Afghanistan, dan Saudi Arabia. Dalam hal isu
kebebasan beragama, ia bersimpulan bahwa skema HAM Islam da-
lam konstitusi-konstitusi itu secara umum tidak bersimpati pada ide
kebebasan beragama dan cenderung memperlakukannya sebagai se-
buah unqualified right.

Untuk konteks Indonesia, fakta-fakta benturan itu juga banyak
dibincangkan; misalnya, buku karya Ahmad Suaedy, dkk.** Buku ini
juga banyak mengulas problem konstitusional dan keberterimaan
(umat) Islam atas hak kebebasan beragama. Diidentifikasi, salah satu
penyebab carut-marutnya perlindungan hak kebebasan beragama di
Indonesia adalah ketidakseriusan negara dalam mengawal konstitusi.
Dalam banyak kasus pelanggaran kebebasan beragama, negara acap
kedodoran di tingkat penegakan hukum.

Di luar kajian reflektif-teoretik tersebut, juga dijumpai sejumlah
riset lapangan mengenai kebebasan beragama, hanya saja umumnya
berupa studj kasus seperti, antara lain, terhimpun dalam Rumadi dan
Ahmad Suaedy (eds.).>* Misalnya, riset tentang kekerasan dan dis-

iminasj yang menimpa Jemaat Ahmadiyah di Parung Bogor dan
Kuningan Jawa Barat, kriminalisasi atas ajaran shalat dwibahasa Yus-
man Roy di Malang, dan pembubaran padepokan YKNCA di Probo-
li-nggo. Beberapa karya lain juga mendasarkan kajiannya pada hasil
niset lapangan sembar; menyertakan penghampiran analisis kebijakan

zL}hat Mayer, Islam and Human Rights ..., 149-74.

: Lihat Ahmag Suaedy, dkk., Islam, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia: Problema-
tika Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia, (Jakarta: The Wahid
Institute, 2009).

*Lihat Rumadi dan Ahmad Suaedy, eds., Politisasi Agama dan Konflik Komunal:
Beberapa Isu Penting di Indonesia, (Jakarta: The Wahid Institute, 2007).

20 =



BAB 1 « PENDAHULUAN

seperti hasil penelitian Anom* dan kumpulan hasil penelitian yang
disunting Anas Saidi.** Anom khusus membidik satu kasus, yakni tin-
dak diskriminatif yang menimpa komunitas Khonghucu di Surabaya,
sedangkan kumpulan tulisan di Anas lebih beragam baik dari kasus
yang dibidik maupun fokus yang dikaji. Namun, semua penelitian di
kedua buku tersebut berlatar konteks sosio-politik rezim Orba.

Dari sekian karya yang mengungkap realitas lapangan terkait isu
kebebasan beragama, sebagian besar hanya berupa hasil monitoring
terhadap fenomena sosial kasus-kasus pelanggaran kebebasan ber-
agama. Pada umumnya bermetode telusur media, yakni merangkum
berita-berita terkait yang dimuat di berbagai media massa cetak—dan
karena itu inadequate untuk disebut studi kasus. Bentuk-bentuk moni-
toring sedemikian belakangan rajin dilakukan sejumlah LSM, seperti
CMARs Surabaya, The WAHID Institute Jakarta, dan SETARA Institu-
te Jakarta yang menancapkan komitmennya di ranah penegakan HAM.
Sejumlah laporan atau liputan Human Rights Watch dan Freedom
House, dalam tingkat yang lebih komprehensif, masuk dalam kategori
tersebut.

Adapun kajian tentang MUT relatif melimpah, hanya saja umum-
nya berupa artikel di jurnal bahkan koran-koran. Di antara karya-kar-
ya terkait hanya beberapa yang dapat disebut kajian serius, misalnya
karya Mohammad Atho Mudzhar” yang menelaah fatwa-fatwa MUI
dalam konteks pemikiran hukum Islam; Ali Mufrodi* yang melaku-
kan penelusuran historis-sosiologis atas peran MUI era Orba; dan juga
Iding Rosyidin® yang menyoal bentuk-bentuk relasi ulama sebagaima-
na direpresentasikan MUI. Sisanya berupa sejumlah laporan studi yang
terfokus hanya mengkaji fatwa-fatwa tertentu yang dikeluarkan MUI.

SLihat Anom Surya Putra, Agamaku Terbang Tinggi, (Surabaya: Inspirasi, 2001).

5] ihat Anas Saidi, ed., Menekuk Agama, Membangun Takhta: Kebijakan Agama
Orde Baru, (Depok: Desantara, 2004).

s’"Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Stu-
di tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988 (edisi Dwibahasa), (Jakarta:
INIS, 1993).

s8Ali Mufrodi, “Peranan Ulama dalam Masa Orde Baru: Studi tentang Perkem-
bangan MUTI", (Disertasi--Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta,
1994).

**Lihat kembali note 7.
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Sejauh itu belum terjumpai suatu penelitian serius tentang praksis
kebebasan beragama yang bertitik anjak dari pembongkaran konstruk
epistemologis ulama, terutama yang berhimpun di MUI, tentangnya.®
Padahal, itu penting diarifi, terutama dalam konteks eskalasi kian bu-
ramnya praksis kebebasan beragama mutakhir di Tanah Air. Terlebih
bila mengingat besarnya signifikansi peran profetik ulama baik secara
teologis maupun sosiologis. Tesis tersebut tidak berlebihan karena se-
jumlah temuan awal memang menunjukkan bahwa sikap sosial ulama
dan konstruk wacana keagamaan yang mereka hela ke ruang publik
berkaitan erat dengan eskalasi konflik keagamaan terkait kebebasan
beragama di Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Beberapa kasus pe-
langgaran menyiratkan bahwa peran mereka menentukan besaran
dinamika praksis kebebasan beragama. Oleh karena itu, menelisik
skema pengetahuan yang beroperasi di benak sekaligus tindakan so-
sial ulama jelas bernilaj strategis dalam studi-studi tentang kebebasan
beragama. Hal itu bisa menjadi starting-point untuk, minimal, meme-
takan problem kebebasan beragama, khususnya di Jawa Timur, sekali-

8us mengajukan langkah-langkah solutif yang memungkinkan ulama
terlibat dalam tiap prosesnya.

Ironisnya, urgensi studi atas subjek dan objek serta locus peneli-
tian sedemikijan belum dieksplorasi penuh lewat studi-studi serius. Di
ruang kosong itu studi ini merebahkan state of affairs-nya di antara
studi-studi terdahyly yang berisu senapas (prior researches on topic).
Dengan pilihan lokasi, subjek penelitian, fokus kajian, dan pengham-

don f(’:"l:)alam hal ini, saty penelitian dengan cover area senada tetapi dengan subjek

Ammd:gstberbeda patut disebut, yaitu penelitian yang dilakukan Syamsul. Arifin, dkk_..
Religious Lo H“mﬂ.ﬂ Rights and Freedom of Religon or Belief in Indonesia: Voices of Islamic
e eaders in East Java, (Yogyakarta: Kanisius, 2010). Hasil riset didasarkan pada
e yar? SEPan]ar-,g 2007 terhadap sejumlah informan di beberapa daerah di ]aw.a
finggs Yang mewakilj beragam organisasi dari yang cenderung fundamentalis/islamis
Shiah dan%\]TJOderat dan liberal (HTI, MMI, PKS, MUI, Muhammadiyah, komunitas
Lrds ? Fik ). Desain wawancaranya sendiri terfokus pada tiga isu utama, yakni: (1)

€p .M, terkhusus hak kebebasan beragama, dan relasinya dengan Islam; (2) im-
plementasi hak kebebasan beragama, khususnya terkait isu-isu sensitif seperti nikah an-
taragama, pembangunap, tempat ibadah, relasi mayoritas-minoritas, dan konversi aga-
ma; dan (3) hubungan antara negara dan agama. Disimpulkan bahwa seluruh opini para
pemimpin Muslim (informan) merefleksikan suatu trend yang sedang tumbuh di te-
ngah masyarakat Muslim Indonesia mutakhir; mereka umumnya bersetuju atas HAM,

tetapi tidak atas seluruh idenya seperti soal nikah beda agama dan konversi agama.
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piran metodis yang berbeda diametral dengan studi-studi terdahulu,
tingkat orisinalitas dari ajuan topik penelitian ini tidak sulit dibayang-
kan sebagai sebuah retasan awal.

Dengan mendudukkan pola pemikiran ulama MUI Jawa Timur
tentang praksis kebebasan beragama sebagai subject matter, penelitian
kancah (field research) ini mengategorikan diri ke dalam jenis pene-
litian kualitatif. Ini relevan karena apa yang hendak ditelisik adalah
pemikiran para informan tentang praksis kebebasan beragama ber-
dasar model paradigma keberagamaan mereka. Diasumsikan bahwa
paradigma keberagamaan itulah yang, langsung maupun tidak, mem-
bentuk pola refleksi dan aksi mereka atas dan dalam praksis kebebasan
beragama yang di studi ini hendak ditentukan tipologinya dari sudut
pandang tiga model paradigmatik keberagamaan.

Pilihan menjadikan model kualitatif yang secara paradigmatik
nonpositivistik sebagai kerangka penghampiran juga dimaksudkan
untuk menghindari distorsi maupun simplifikasi atas data. Hal ini
penting mengingat pengkajian atas pemikiran para ulama sebagai
penghubung teks keagamaan yang mereka yakini dengan konteks
praksis kebebasan beragama yang teralami pada prinsipnya memasuki
suatu medan makna yang sangat kompleks. Selanjutnya, segenap ha-
sil pengumpulan data beserta analisisnya itu diturunkan secara kri-
tis-deskriptif.

Data utama yang dikehendaki adalah aneka pemikiran para infor-
man seputar praksis kebebasan beragama. Data digali dari para infor-
man terpilih yang ditempatkan sebagai sumber data primer. Terutama
untuk kepentingan rujuk silang dan tipefikasi, data tentang praksis ke-
bebasan beragama dihimpun dari lapangan dan dokumen yang dalam
hal ini dipancang sebagai data sekunder. Terbilang sekunder pula se-
genap informasi awal tentang informan utama (key informant)s: yang
dijadikan kriteria penentuan informan secara purposive. Dari sumber
dokumen, digali pula data kuantitatif berupa data statistik terkait un-
tuk memperkaya analisis data kualitatif.

S1Informasi tersebut didapat dari narasumber second line berupa petunjuk yang
dipakai untuk menentukan informan utama secara purposif. Operasionalisasinya me-
ngikuti teoretisasi Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik,
(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 127-9.
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Adapun kriteria penentuan informan secara purposif didasarkan
terutama pada keterlibatan formal mereka dalam kepengurusan MUI
Jawa Timur, mulai dari ketua umum hingga ketua-ketua bidang atau
komisi. Pemilihan informan sendiri tidak terbatas pada mereka yang
secara struktural aktif di MUI Provinsi, tetapi juga menyasar para
ulama MUI di sejumlah kabupaten atau kota tertentu di Jawa Timur
tempat kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama pernah terjadi.
Mengenai jumlah informan terpilih, studi ini tidak membatasinya da-
lam jumlah tertentu karena, sesuai spirit kualitatif, tidak bermaksud
menentukan representasi dan melakukan generalisasi. Ancangannya
ialah ketercapaian titik jenuh; ketika data yang dibutuhkan terpenuhi,
seketika itu pula pemilihan informan dicukupkan.

Selain itu, modus eksistensial yang mereka perankan secara infor-
fnalj“ga dipertimbangkan, yaitu (1) pengasuh pesantren dan/atau (2)
Juru dakwah (muballigh) dan/atau (3) keterlibatan dalam ormas-ormas

3gamaan di luar MUL Selanjutnya, diperhatikan tingkat intensitas
persentuhan informan dengan publik, misalnya dalam proses-proses
Pembelajaran masyarakat seperti pengajian, pengajaran, dan juga pro-
duktivitas Publikasi tulisan. Secara teknis, pemilihan informan dila-
k“ka.n dengan mempertimbangkan subjek yang paling banyak meng-
2mbil peran-peran tersebut dan seterusnya secara berurut.

e .Dat? terutama dikumpulkan melalui wawancara berpola bebas
"Plmpin dengan kategori depth interview.®? Diarahkan pada pengum-
Pulan dat, tentang pemikiran informan tentang praksis kebebasan ber-
3gama, Agar terfokus, wawancara dilangsungkan berdasar instrumen
g::lg‘.“nplﬂ data (interview guide) berpola semiterstruktur.®> Wawan-
lat:r]uga dlarahkan pada penggalian data diri mereka, menyangkut
Pendidikan, aktivitas, relasi sosial, dan afiliasi ideologis-politis.

Untuk memperkaya data wawancara, data juga digali lewat meto-

62;
James r‘;;l:is Wawancara di sini bertumpu pada teoretisasi Arikunto. Ibid., 145-6; juga

search: Th, tein dan Jaber E Gubrium, “Active Interviewing,” dalam Qualitative Re-
1997)_' 11;"2’3'» Method and Practice, ed. David Silverman, (London: SAGE Publications,

63 :
Jalu satiegon{annya berbentuk kisi-kisi. Berisi sejumlah topik pertanyaan terstruktur,
tegor emi $atu diperdalam secara ekstensif-eksploratif. Dengan begitu seluruh ka-
egori tercakupi oleh jawaban yang lengkap, kaya, dan mendalam. Lihat Arikunto, Pro-
sedur ..., 145-6 dan 231,
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de dokumentasi.* Digunakan terutama untuk menghubungkan pola
pemikiran informan dengan khazanah keislaman dan Barat tentang
kebebasan beragama. Hal ini berpengertian proses konfirmasi dan
klarifikasi; ini dilakukan untuk memudahkan penentuan tipologi atas
pemikiran para informan itu sendiri. Selebihnya, teknik ini diterapkan
untuk menghimpun data seputar praksis kebebasan beragama sejak
1998, termasuk di Jawa Timur, sekaligus mencermati data kuantitatif
terkait untuk memperkaya data kualitatif (data utama).

Teknik pengumpul data berikutnya adalah observasi yang seca-
ra umum dijalankan dengan strategi tidak langsung.®® Namun, teknik
ini diterapkan hanya untuk mengkonfirmasi data seputar dinamika
praksis kebebasan beragama yang berlangsung di rentang tahun 2009
hingga studi ini usai (2011). Sementara itu, untuk periode 1998 hingga
2008 diharapkan dapat tercukupi melalui telusur dokumen.

Sejalan dengan pola penghampiran yang digunakan, seluruh data
yang terhimpun dianalisis dengan metode analisis deskriptif-kualitatif
dengan logika induktif-abstraktif. Upaya konseptualisasi, kategori-
sasi, dan deskripsi atas data dikembangkan berdasar data itu sendiri
dengan bertumpukan logika induktif. Dalam hal ini, analisis kompa-
ratif*” dijalankan terutama terhadap data seputar pemikiran informan

4Makna terapan dari teknik dokumentasi ini diadaptasi dari Paul Atkinson dan
Amanda Coffey, “Analysing Documentary Realities,” dalam Qualitative Research: Theory,
Method and Practice, ed. David Silverman, (London: SAGE Publications, 1997): 45-62.

$5Desainnya merujuk Harsja W. Bachtiar, “Pengamatan sebagai Suatu Metode Pe-
nelitian” dalam Metode-metode Penelitian Masyarakat, ed. Koentjaraningrat, (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 1994): 108-28.

sLihat Sanapiah Faisal, “Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kuali-
tatif” dalam Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke
Arah Penguasaan Model Aplikasi, ed. Burhan Bungin, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2003): 64-79.

’Tepatnya, teknik Analisis Komparatif Konstan (constant comparative analysis).
Lantaran menerapkan logika induktif secara ketat dalam proses analisisnya, teknik ini
terbilang paling ekstrem dalam menjalankan strategi analisis deskriptif dibanding tek-
nik analisis kualitatif lainnya. Dalam prosesnya, mengutip B.G. Glaser dan A.L. Strauss,
teknik ini melangsungkan beberapa tahap analisis, yakni: (1) membandingkan hal-hal
yang dapat diterapkan pada tiap kategori; (2) memadukan semua kategori berikut ciri-
cirinya; (3) membatasi lingkup teori; dan (4) membangun teori. Lihat Burhan Bungin,
“Teknik-teknik Analisis Kualitatif dalam Penelitian Sosial,” dalam Analisis Data Peneli-
tian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplika-
si, ed. Burhan Bungin, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003): 83-105.
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tentang praksis kebebasan beragama. Hasilnya dijadikan pendasaran
logis guna menentukan tipologinya, tentu dengan memperhatikan se-
genap persamaan dan perbedaan.

Dalam kerangka penentuan tipologi itu pula, secara khusus, studi
ini mengenakan analisis wacana kritis (critical discourse analysis)®® se-
bagai teknik analisis. Teknik analisis ini digunakan untuk menyingkap
proses produksi, struktur internal, dan segenap bentuk pendisiplinan
yang inheren dalam deretan “teks tutur” tentang kebebasan beragama
yang diungkap para informan lewat wawancara. Untuk memahami se-
genap pemikiran mereka tentang kebebasan beragama, teknik analisis
ini dijalankan dengan menempatkan seluruh “teks” informan itu seba-
gai media untuk mengetahui latar ideologi dan bentuk kuasa wacana
yang diasumsikan mengkonstruk pikiran dan struktur kognisi mere-
ka Kesemuanya dijadikan objek kritik baik secara teoretis maupun
deskriptif. Dalam pada itu, seluruh proses analisis dijalankan dengan
suatu kesadaran hermeneutik yang menenggang otonomi peneliti se-
bagai penafsir atas seluruh pemikiran mereka.

Untuk menguji kesahihan data dilakukan tiga cara.’”® Pertama,

Hand:hspiraSi~dimnba dari Teun A. van Dijk, “Critical Discourse Analysis,” dalam The
E Han:;)lk‘ of Discourse Analysis, eds. Deborah Schiffrin, Deborah Tannen, dan Heidi
“Cl'ltlcal t°f‘: (Oxford: Blackwell Publishing, 2006): 352-71; dan Norman Fairclough,
of Critical 1scourse Analysis as a Method in Social Scientific Research”, dalam Methods
1i cal Discourse Analysis, eds. Ruth Wodak dan Michael Meyer, (London: SAGE
cations, 2001): 121-38,
nya pengngenm analisis wacana kritis di studi ini berkonsekuensi pada dipilih-
Pendeky ekatan. sosiokultural yang melihat wacana sebagai praktik sosial dan bukan
kebahasatan  Sosiolinguistik yang lebih menitikberatkan penyisirannya pada persoalan
dalam dl.:n Secara mikro an sich; keduanya adalah pendekatan yang lazim berkembang
Faktile - Durse analysis. Pendekatan sosiokultural sendiri menekankan fokusnya pada
berkait ds:sml kehidupan dengan melihat wacana sebagai tindakan manusia yang selalu
118N proses-proses simbolik, seperti kekuasaan dan ideologi; wacana disikapi
yang s:l;ll)ag?‘ Persoalan kebahasaan belaka, tetapi sebagai proses produksi kekuasaan
tions) 4 dltel"t“ka-l'l-dikontrol oleh kekuatan-kekuatan pranata sosial (social institu-
tatif, (Yo gada di Masyarakat—seperti MUI. Lihat Pawito, Penelitian Komunikasi Kuali-
o a: LKiS Yogyakarta, 2007), 171-5.
ni (1) f‘dap.at setidaknya tujuh pilihan langkah untuk menguji validitas data, yak-
pengecik?:n’a.“g““ waktu penelitian, (2) ketekunan pengamatan, (3) triangulasi, (4)
ngecekan S€)awat, (5) kecukupan referensial, (6) kajian kasus negatif, dan (7) pe-
Penelitianalggg?ta‘ Lihat Sanggar Kanto, “Sampling, Validitas dan Reliabilitas dalam
Kaiian ‘f‘fhtatif? dalam Bungin (ed.), Analisis ...: 51-63. Untuk kepentingan fokus
J1an, Penelitian in; menggunakan tiga di antaranya.
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triangulasi; difokuskan pada penerapan tiga metode pengumpul data
(wawancara, dokumentasi, dan observasi); wawancara dilakukan se-
bagai proses konfirmasi-klarifikasi atas data yang dihasilkan lewat
observasi dan kaji dokumentasi, demikian sebaliknya. Kedua, kecu-
kupan referensial; diterapkan untuk pengayaan data hasil kaji doku-
mentasi. Ketiga, pengayaan dengan melibatkan sejawat; digunakan
untuk mengoreksi data, memperkaya detail sekaligus mempertajam
analisis data. Ketiga teknik pengabsah data ini digunakan untuk men-
jamin validitas data yang diperoleh dan hasil-hasil olahannya berupa
deskripsi, ketegorisasi analisis, interpretasi, dan simpulan penelitian.

Agar segenap ulasan tersaji sistematis, laporan hasil studi ini di-
turunkan dalam enam bab bahasan. Uraian dimulai dengan penda-
huluan yang ditempatkan di bab pertama. Bagian ini mencakup latar
belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan
dan guna penelitian, kerangka teoretik, telaah atas studi terdahulu,
metode penelitian yang digunakan, dan sistematika bahasan.

Pada bab kedua, dinamika diskursus kebebasan beragama baik
dalam perspektif HAM internasional (Barat) maupun Islam diulas.
Kemudian dilanjutkan dengan pengajuan makna eklektik kebebasan
beragama berbasis pluralisme agama yang secara hermeneutis dikena-
kan sebagai perspektif pemaknaan atas segenap data.

Di bab ketiga, ulasan terfokus pada upaya penggambaran praksis
kebebasan beragama pasca-1998. Berbagai fakta pelanggaran kebebas-
an beragama berikut dinamika keberagamaan kontemporer yang me-
latari serta peran negara dalam setiap eskalasinya diungkap. Dimulai
dari level Indonesia hingga fokus ke konteks Jawa Timur dengan ren-
tang sejak 1998 hingga penelitian ini usai (2011).

Bab keempat, membahas signifikansi peran MUI dalam praksis
kebebasan beragama. Uraian dimulai dengan menggambarkan peran
profetik ulama dan institusionalisasinya ke dalam bentuk MUI, re-
orientasi MUI pasca-1998, dan ditutup dengan ulasan tentang upaya
sistematis MUI dalam memainkan fatwa sebagai instrumen diskursif
dalam dinamika praksis kebebasan beragama.

Adapun seluruh pemikiran para ulama MUI Jawa Timur (infor-
man) tentang praksis kebebasan beragama diungkap dengan analisis
deskriptif-kritis di bab kelima. Dalam hal ini, seluruh “teks” informan
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ditempatkan sebagai media untuk mengetahui latar ideologis dan
bentuk-bentuk kuasa wacana yang mengkonstruk pikiran dan struk-
tur kognisi mereka. Seluruh proses analisis itu dilakukan dengan suatu
kesadaran hermeneutik yang menenggang otonomi peneliti sebagai
penafsir.

Dalam pada itu, dipaparkan tipologi pemikiran para informan
tentang praksis kebebasan beragama berdasar pada tiga model para-
digmatik keberagamaan (eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralis-
me). Diurai pula segala pertalian logis pola pemikiran mereka dengan
fatwa-fatwa terkait di satu sisi dan fakta-fakta lapangan terkait, khu-
susnya di Jawa Timur, di sisi lain. Segenap hasil tipefikasi lalu dijadi-
kan titik tolak untuk meraba konsekuensi logis yang potensial ditim-
bulkannya bagi prospek kebebasan beragama ke depan. Atas dasar itu
diajukan sejumlah agenda solutif menyangkut praksis kebebasan ber-
agama di satu pihak dan pola pemikiran para informan tentangnya di
pihak lain. Setidaknya ada tiga agenda utama, yakni reposisi (1) peran
negara dan (2) peran ulama (MUI) sekaligus (3) mereorientasi para-
digma dakwah, yang pada intinya dimaksudkan untuk memperlebar
kemungkinan menuju rancang bangun Indonesia yang plural-multi-
kultural, yang menghargai keragaman, menghormati perbedaan, dan
menghargai kemerdekaan teristimewa dalam beragama; dalam hal ini
Para ulama MUJ dapat memainkan peran profetik- primordialnya se-
bagai “pewaris para nabi” secara lebih produktif di tengah masyarakat
Indonesia yang begitu majemuk.

Akhirnya, bab keenam, seluruh ulasan diakhiri dengan penutup.
I?i sini diketengahkan sejumlah simpulan penelitian, implikasi teore-
tik, keterbatasan studi, dan beberapa saran terkait.
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ada bagian ini diketengahkan sejumlah simpulan sebagai temuan
Patau hasil pembahasan, kemudian diikuti dengan pengajuan be-
berapa implikasinya secara teoretik. Selanjutnya, diketengahkan pula
sejumlah hal yang terabaikan atau tidak sepenuhnya terkaji tuntas da-
lam studi ini sehingga menjadi bentuk keterbatasannya sebagai sebuah
pengkajian. Terhadap keterbatasan itu diajukan sejumlah saran yang
kiranya dapat dikembangkan lebih lanjut atau dijawab tuntas oleh stu-
di-studi berikutnya yang bertopik senapas.

A. Simpulan

Dinamika praksis kebebasan beragama di Indonesia pada ren-
tang 1998-2011 secara umum dipenuhi oleh aneka bentuk pelanggar-
an dengan eskalasi yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
Inkonsistensi negara dalam memproduksi aturan dan lemahnya law
enforcement serta menguatnya trend keberagamaan berspirit islamis-
me di tengah masyarakat pasca-Orde Baru telah bersumbangsih besar
bagi eskalasi tersebut. Tidak ubahnya epidemi, hal yang kurang lebih
serupa juga berlangsung eskalatif di Jawa Timur yang cenderung terus
meningkat terutama sejak 2009.

Dalam keseluruhan praksis itu MUI berupaya meneguhkan pe-
ran institusionalnya sebagai penentu cetak biru keberagamaan masya-
rakat sehingga turut berperan signifikan dalam dinamika praksis ke-
bebasan beragama di Tanah Air pasca-1998, tidak terkecuali di Jawa
Timur. Memegangi klaim peran profetiknya selaku ulama dan kesa-
daran institusionalnya sebagai satu-satunya institusi penghimpun para
ulama dari berbagai latar, MUI berupaya mereorientasi diri menjadi
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institusi keulamaan paling otoritatif dan absah untuk memproduksi
pengetahuan keagamaan sekaligus merepresentasikan kepentingan
umat. Selain diuntungkan historika kelembagaannya sebagai institusi
“seminegara” di era Orde Baru dan kemudian kepercayaan negara era
Reformasi yang kian meninggi dalam urusan sosial keagamaan, hasrat
reorientasi itu efektif terutama karena MUI berhasil memainkan fatwa
sebagai instrumen diskursif. Efektivitas itu menampak terutama da-
lam konteks menjamurnya aliran-aliran keagamaan “berbeda”; fatwa-
fatwa MUI terkait umumnya selalu menjadi preferensi dan referensi
publik yang berujung pada aneka tindak persekusi dan pelanggaran
kebebasan beragama.

Seluruh kenyataan sebagaimana tersimpul di atas itulah yang
menjadi konteks latar dan turut membentuk seluruh formasi penge-
tahuan ulama MUI (Jawa Timur; informan) tentang praksis kebebas-
an beragama. Pemikiran mereka secara umum berpola tipikal MUI
yang begitu agresif menyoalkan kehadiran sejumlah aliran “tak lazim”
sepanjang 1998-2011. Polanya menunjuk pada empat faktor, yakni
bertumpu pada (1) tekstualitas; (2) sarat mistifikasi; dan (3) terkon-
trol oleh kuasa wacana dari pengetahuan tertentu yang pada gilirannya
melahirkan (4) mental-models tertentu pula pada diri informan.

Bagan epistemologis yang dikerangkai keempat faktor itu mem-
bentuk performa wacana kebebasan beragama yang mereka desakkan
ke ruang publik. Performan wacana itu sendiri menampilkan lima ka-
rakteristik yang khas, yakni (1) berpretensi menyeragamkan keyakin-
an; (2) merefleksikan konteks sosial dan personal; (3) meneguhkan
eksistensi diri (ulama/MUI) di ruang publik; (4) mewujudkan hasrat
kuasa pengetahuan melalui tindak-tindak diskursif; dan (5) melang-
sungkan relasi kuasa yang berlatarkan kepentingan dan dibangun di
atas ideologi pengetahuan (keagamaan) tertentu dalam kerangka pe-
nundukan ideologi pengetahuan keagamaan lain. Kelima karakteristik
tersebut disisir dari bentuk-bentuk pemaknaan mereka sendiri terha-
dap praksis kebebasan beragama. Dari bentuk pemaknaan itu pula pe-
mikiran para informan ditentukan tipologinya.

Dengan mengikuti kerangka pembacaan tiga tipologi keberaga-
maan, disimpulkan bahwa seluruh pemaknaan informan atas prak-
sis kebebasan beragama cenderung eksklusif dan dalam batas-batas
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tertentu juga menampilkan kecenderungan inklusif. Sementara itu,
tendensi pluralistik relatif tidak ditemukan di dalamnya. Simpulan ini
sepenuhnya bersandar pada fakta terpenuhinya sebagian besar kriteria
eksklusivisme dalam gugus pemikiran mereka daripada kriteria inklu-
sivisme dan apalagi pluralisme. Dengan pola dan model tipologis pe-
mikiran sedemikian wajar jika mereka (baca: ulama MUI Jawa Timur)
cenderung memainkan peran sebagai pembiak dan penguat wacana
antipluralisme yang tentu bakal membuat prospek kebebasan beraga-
ma ke depan, di Jawa Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya,
tidak begitu menjanjikan, kecuali tiga agenda berikut dijalankan, yak-
ni (1) mereposisi peran negara dan (2) peran ulama (MUI) sekaligus
(3) mereorientasi paradigma dakwah dengan spirit pluralisme agama.

B. Implikasi Teoretik

Secara teoretik, sejauh mengacu pada temuannya, implikasi uta-
ma dari studi ini menyangkut teoretisasi seputar peran profetik ulama
selaku institusi sosial keagamaan. Terdapat sekurangnya dua teori be-
sar, yakni Geertz (1960) yang menteorikan peran ulama sebagai cultur-
al broker dan Horikoshi (1976) yang menyebut ulama berperan lebih
dari sekadar “menyaring informasi” layaknya “makelar’, melainkan
sebagai kreator aktif dalam perubahan sosial. Hingga tingkat tertentu,
kedua tesis dapat dilekatkan pada modus operandi para ulama di Jawa
Timur, terkhusus yang berhimpun di MUI, dalam menjalankan peran
profetiknya. Mereka tidak hanya memainkan peran sebagai “makelar
budaya’, tetapi juga berperan aktif menggerakkan dinamika perubah-
an sosial; secara relatif efektif mereka menjadi figur panutan atau pa-
tron masyarakat. Untuk hal terakhir ini, mereka berupaya tampil se-
bagai penentu cetak biru wacana keagamaan masyarakat, khususnya
dalam konteks kontroversi aliran “sesat”.

Pengenaan dua tesis yang memang cenderung apresiatif terhadap
peran primordial ulama itu harus dihadapkan pada fakta “baru” me-
nyangkut peran “profetik” mereka, yakni sebagai institusi “pelanggeng
ortodoksi” sekaligus “pemangku otoritas tunggal tafsir keagamaan” di
tengah konstelasi sosial keagamaan umat yang begitu plural. Dalam
hal ini mereka—terutama yang berhimpun di MUI—Ilebih banyak
memainkan peran sebagai pembiak dan penguat wacana antiplura-
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lisme yang mendistorsi cita kebebasan beragama dan memblokade
penciptaan kehidupan koeksisten antarumat beragama dan juga an-
tarsesama umat Islam sendiri. Pengajuan tesis ini bersandar pada data
faktual di dua level sekaligus, yakni level (1) refleksi teologis mere-
ka sendiri tentang praksis kebebasan beragama dan level (2) aksi-ak-
si praktis; seluruh refleksi teologis itu mereka ejawantahkan di ruang
publik guna menggerakkan diskursus dan menentukan dinamika
praksis kebebasan beragama.

Tesis “baru” tersebut secara teoretik juga berimplikasi pada te-
oretisasi fatwa. Selama ini, fatwa keagamaan secara normatif dipa-
hami sebagai bentuk penjelasan hukum oleh ulama tentang suatu hal
(Hooker, 2008). Namun, di tangan MUI, fatwa bukan hanya dimak-
sudkan sebagai penjelasan hukum, melainkan juga pelembagaan has-
rat penghukuman. Fatwa bukan hanya media transmisi pengetahuan
keagamaan, tetapi tampil lebih jauh sebagai instrumen diskursif untuk
mendominasi wacana keagamaan publik yang tampak jelas terutama
dalam menyikapi kontroversi aliran “sesat”. Dalam konteks praksis ke-
bebasan beragama, secara tidak langsung itu memperkuat tesis sejum-
lah penelitian bahwa ada hubungan kausal antara fatwa dan eskalasi
kekerasan bernuansa agama.

Sebagai instrumen diskursif, signifikansi fatwa berkelindan de-
ngan kesadaran bahwa tanpa suatu lembaga yang menampilkan diri
otoritatif, peran profetik ulama—sebagaimana antara lain manifest
dalam bentuk fatwa—akan kehilangan daya kontrol. Fatwa hanya da-
pat efektif di bawah sebuah otoritas yang bisa menginterogasi, menilai,
memutuskan, dan menghukum; tanpa sebuah lembaga otoritatif, fat-
wa hanya akan menjadi sebuah hasta karya kerajinan para ulama yang
menghayalkan dirinya sebagai pengontrol. Di titik inilah signifikansi
MUI sebagai bentuk pelembagaan peran ulama. Oleh karena itu, fatwa
bukan merupakan produk pengetahuan netral, ia sarat kepentingan
sehingga pembuatnya (ulama) dapat saja bertindak sewenang-wenang.
Secara teoretik, hal ini sekaligus meneguhkan teori fikih otoritarian
dan otoritatif dari Abou El Fadl (2003).

Implikasi teoretik juga menyangkut tipologi pemikiran ulama
tentang praksis kebebasan beragama yang mengetengahkan kecende-
rungan eksklusif dan dalam batas-batas tertentu juga inklusif dan
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pada saat yang sama membuat tendensi pluralistik cenderung absen di
dalamnya. Temuan ini menegaskan bahwa sikap keberagamaan, yak-
ni dalam hal menyikapi the others, tidak dapat dikategorisasi secara
clear and distinct. Secara teoretik, paradigma tiap-tiap tipe memang
dapat dengan jelas dibedakan, tetapi—seperti tampak beroperasi da-
lam gugus pemikiran informan—anasir masing-masing dapat saling
bersentuhan, bahkan berkelindan dan seolah membentuk tipologi
keberagamaan tersendiri. Kelindan tampak—dan karena itu mungkin
potensial selalu begitu—antara anasir eksklusivisme dan inklusivisme
atau inklusivisme dan pluralisme, tetapi yang pasti mustahil hal seru-
pa terjadi antara eksklusivisme dan pluralisme karena keduanya se-
cara paradigmatik memang diametral berpunggungan. Secara tidak
langsung kemustahilan kategorisasi clear cut itu menggugat pemerian
kategoris Tilley (1996) dan Panikkar (1994) tentang tipologi keber-
agamaan yang mengandaikan tiap-tiap kategori beroperasi dalam pi-
kiran individu beragama dan secara kausal membentuk keberagamaan
mereka.

Selebihnya, berkenaan dengan simpulan tentang dinamika prak-
sis kebebasan beragama di Indonesia pasca-1998, termasuk di Jawa
Timur. Temuan terkait praktis mementahkan klaim banyak pihak bah-
wa Jawa Timur adalah provinsi aman dan nyaman bagi para penganut
keyakinan “berbeda”; hasrat keberagamaan yang berbeda-beda dapat
hidup berdampingan karena wilayah ini basis utama kaum Nahdhiyin
yang diklaim sebagai bagian terbesar umat Islam yang berkeagamaan
moderat. Memang tidak dengan sendirinya temuan ini menggugat
klaim moderatisme NU, tetapi dengan menampilkan diri sebagai
“mayoritas diam’, itu sama artinya NU mengiyakan berbagai bentuk
kekerasan atau pelanggaran kebebasan beragama. Yang pasti, para
informan mengaku diri Nahdhiyin dan mayoritas bahkan terlibat da-
lam struktur kepengurusan NU.

C. Keterbatasan Studi

Sedemikian jauh tetap saja studi ini memiliki sejumlah keterba-
tasan, sebagian bahkan mendasar. Di antara keterbatasan mendasar
itu menyangkut fokus kajian yang membatasi pemaknaan dan penem-
patan kebebasan beragama dalam konteks keyakinan atau aliran-alir-
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an “berbeda” semata. Kendati beralasan dan paling relevan plus aktual
untuk kasus ulama MUI, pilihan fokus ini tentu tidak komprehensif
dalam melihat isu kebebasan beragama yang jelas-jelas berspektrum
luas sehingga menyulitkan saat harus menempatkan isu tersebut da-
lam konteks, misalnya, hubungan antaragama.

Demikian juga tentang subjek penelitian studi ini yang memba-
tasi diri pada ulama MUI Jawa Timur. Sekalipun tidak bermaksud
mendudukkan mereka sebagai representasi MUI atau apalagi ulama
secara keseluruhan, pilihan itu seolah menjadikan kebebasan ber-
agama sebagai isu lokal, padahal ia sejatinya isu nasional bahkan in-
ternasional. Untunglah pilihan ini terselamatkan oleh signifikansinya
di tengah klaim moderatisme masyarakat dan ulama Jawa Timur dan
juga oleh kepentingan untuk memahami praksis kebebasan beragama
di Indonesia melalui Jawa Timur atau meneropong pemikiran MUI
tentangnya melalui pemikiran ulama MUI Jawa Timur.

Studi ini juga tidak menempatkan fatwa-fatwa MUI sebagai fokus
analisis utama, kecuali sebagai fokus “antara” untuk sekadar melihat
kesesuaian logika hukum fatwa dengan pemikiran ulama MUI Jawa
Timur sehingga menelisiknya hanya sepintas lalu. Dalam menelisik
pemikiran informan, studi ini juga tidak berusaha mengkonfirmasi
ideologi keagamaan mereka, kecuali lamat-lamat. Padahal, itu penting
mengingat ulama sebagai pengkonstruk utama pola keberagamaan
umat, khususnya yang masih tradisional, mustahil bisa melepas diri
dari keterkondisian historisnya dalam menafsir ajaran dan membaca
realitas.

Dalam menjaring data, studi ini terlalu mengandalkan telusur do-
kumen dalam melihat aneka pelanggaran kebebasan beragama, kecua-
li satu dua kasus yang coba dikonfirmasi dengan observasi berstrate-
gi tak langsung. Tentu ini menjadi kelemahan tersendiri mengingat
berbagai kasus itu yang turut membentuk praksis kebebasan beraga-
ma dan dalam studi ini justru didudukkan sebagai konteks latar dari
seluruh pola pemikiran ulama MUI Jawa Timur.

D. Saran

Bersandar pada keterbatasannya, studi ini merasa perlu menga-
jukan sejumlah saran, terutama ditujukan untuk penelitian-penelitian
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berikutnya yang bertopik senada. Mengingat isu kebebasan beragama
memiliki spektrum isu yang amat luas dan kompleks, persoalannya
tidak bisa berputar di masalah aliran-aliran “sesat” belaka dan ditim-
pakan pada pikiran-prilaku ulama MUI semata, apalagi hanya lingkup
MUI Jawa Timur. Untuk itu, studi-studi berikutnya perlu memper-
luas fokus karena banyak kasus pelanggaran terjadi dalam berbagai
konteks kebebasan beragama. Untuk mewadahi keluasan spektrum-
nya, fokus kajian haruslah dikembangkan mengikuti delapan norma
kebebasan beragama itu sendiri.

Demikian juga untuk subjek, perlu diperluas. Tidak hanya ulama

lingkup MUI daerah, tetapi juga MUI pusat mengingat MUI daerah—

sebagaimana pengakuan informan—umumnya mengekor fatwa atau
kebijakan MUI pusat. Selain itu, perlu pula ulama MUI daerah lain
dibidik sebagai subjek dengan konteksnya masing-masing, terutama
di daerah mana eskalasi pelanggaran tercatat tinggi, setidaknya seba-
gai bandingan dengan subjek penelitian di studi ini.

Dalam pada itu penting juga pengkajian secara khusus terha-
dap fatwa-fatwa MUI terkait keyakinan atau aliran-aliran “taklazim’.
Pengkajian seyogyanya tidak semata-mata menggunakan content
analysis, tetapi lebih jauh menggunakan hermeneutik sebagai metode
pembacaan. Ini penting mengingat fatwa pada dasarnya adalah reflek-
si sekaligus manifestasi dari pemikiran keagamaan ulama yang mem-
produknya yang tentu terikat oleh dimensi keadaan, ruang, dan waktu.
Dalam konteks MUI, ini dapat menjadi entry-point untuk menelaah
konstruk pemikiran keagamaan elitnya secara lebih komprehensif.
Dengan fokus amatan dan analisis yang lebih komprehensif atas se-
luruh isu terkait, diharapkan problem kebebasan beragama di Indo-
nesia akan lebih terurai sehingga dapat menjadi pertimbangan semua
pihak, termasuk ulama dan umat, untuk lebih berempati pada keber-
bagaian agama dan keyakinan di masa sekarang dan mendatang.
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Majelis Ulama Indonesia
dalam Praksis Kebebasan Beragama

Ketika peran dan otoritas negara melemah menyusul euforia
reformasi pasca-1998, Majelis Ulama Indonesia (MUI) justru
semakin menguat dalam isu-isu politik-keagamaan, terutama
dalam praksis kebebasan beragama dan berkeyakinan. Fenomena
faktual seputar diskursus keagamaan mutakhir menunjukkan
betapa melalui fatwa-fatwanya MUI sukses memainkan peran
signifikan dalam dinamika keagamaan kontemporer di Tanah Air.

Melalui fatwa, MUI terus berupaya meneguhkan diri sebagai
otoritas keulamaan “tunggal” dan “paling absah” menyangkut
isu-isu keagamaan. Terhadap isu-isu terkait kebebasan beragama
dan berkeyakinan, nalar fatwanya terbukti telah membuat negara
nurut dan umat pun tunduk. Signifikansinya terutama memang
menegas kuat dalam dinamika praksis kebebasan beragama dan
berkeyakinan di Indonesia, tak terkecuali di Jawa Timur. Bagaimana}
MUl meneguhkan peran sekaligus menahbiskan diri sebagai
institusi keulamaan paling otoritatif di Indonesia? Bagaimana MUI
mengkonstruksi makna dan melibatkan diri dalam praksis
kebebasan beragama dan berkeyakinan—sebagaimana dalam hal ini
direpresentasikan MUI Jawa Timur? Lalu, bagaimana implikasinya
bagi masyarakat, baik pelaku maupun korban? Karya disertasi inf
berikhtiar menyisirnya dari Jawa Timur, sebuah wilayah yang sedari
lama disebut-sebut paling toleran, tetapi belakangan terbukti tesis
itu mulai terpatahkan ...
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